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ABSTRACT
PERFORMANCE OF THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE BOARD AGENCY
DISTRICT (DPRK) ACEH CENTRAL

NILAWATI
E-mail: nilahendra@pmail com

PASCA SARJANA - OPEN UNIVERSITY

The Central Aceh DPRK is a representative body of people consisting of
members of political parties whose members are elected through general elections
to function as legislation, supervision and budget functions. But, these
expectations are not in accordance with the reality seen from the point of
accountability, responsiveness and effectiveness while financing is quite high in
carrying out their duties. The formulation and purpose of this study is to analyze
the performance of the Central Aceh DPRK Institute from the aspects of
accountability, responsiveness and effectiveness and to find out what factors
influence the performance of the Central Aceh DPRK. This type of research is
descriptive by developing concepts and gathering facts but not testing hypotheses.
Data collection techniques through interviews, documentation and observations.
The results of this study found that the performance of the Ceniral Aceh DPRK
was still not optimal. This can be seen from the aspect of the Accountability
dimension that has not accounied for all policies that have been legally validated,
organizational management, programs, institutional and financial policies.
responsiveness has not used complaints from the public as a reference for
improving service delivery in the future and the absence of the Central Aceh
DPRK's actions to provide service satisfaction to the community. The aspect of
the effectiveness of the absence of strategies and the process of analysis and
formulation of powerful policies related to the problems that have been reported
to each commisston, followed by the absence of planning, the preparation of
appropriate programs and there has been no effective and efficient implementation
related to the problems reported. The factors that influence the performance of the
Central Aceh DPRK are internal factors including rules of procedure, data &
information and the quality of legislative and external members of the electoral
system and the position of executive and legislative.

Keywords: Performance, Accountability, responsiveness, Effectiveness
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ABSTRAK
KINERJA LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN (DPRK) ACEH TENGAH

NILAWATI
E-mail : nilahendra@gmail.com

PASCA SARJANA - UNIVERSITAS TERBUKA

DPRK Aceh Tengah merupakan lembaga perwakilan rakyat terdiri atas
angpota partat politik yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum berfungsi
sebagai legislasi, pengawasan dan fungsi angparan. Tapi, harapan tersebut tidak
sesual dengan kenyataan dilihat dan sudut akuntabilitas, responsivitas dan
efektifitasnya sedangkan pembiayaan cukup tinggi dalam pelaksanaan tugasnya.
Rumusan dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Lembaga
DPRK Aceh Tengah dari aspek akuntabilitas, responsivitas dan efektivitas serta
untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja DPRK Aceh
Tengah. Jenis penehitian ini adalah deskriptif dengan mengembangkan konsep
dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Teknik
pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan pengamatan. Hasil dari
Penelitian ini menemukan bahwa kineja DPRK Aceh Tengah masih belum
optimal. Hal ini dapat dilihat dari sepi dimensi Akuntabilitas belum
mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah disahkan baik secara
hukum, pengelolaan organisasi, program, kebijakan lembaga serta finansial.
responsivitas belum menggunakan keluhan dari masyarakat sebagai referensi bagi
perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang dan belum adanya
tindakan DPRK Aceh Tengah uniuk memberikan kepuasan pelayanan kepada
masyarakat. Segi efektifitas tidak adanya stratepi serta proses analisis dan
perumusan kebijakan yang mantah berkaitan dengan permasalahan yang telah
dilaporkan pada masing-masing komisi, disusul dengan belum adanya
perencanaan, penyusunan program yang tepat serta belum ada pelaksanaan yang
efektif dan efesien terkait dengan permasalahan yang dilaporkan. Faktor-faktor
yang mempengaruhi Kinegja DPRK Aceh Tengah adalah faktor internal meliputi
peraturan tata tertib, data & informasi serta kualitas anggota legeslatif (SDM) dan
eksternal Mekanisme sistem pemilu dan kedudukan Eksekutif dan Legeslatif.

Kara Kunci : Kinerja, Akuntabilitas, responsivitas, Efektifitas
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A, Deskripsi Objek Penelitian

DPRK Aceh Tengah merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh
Tengah yang berkedudukan sebapat unsur penyelengpara Pemerintah Daerah.
Penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif tanggal 9 April 2014 di Kabupaten
Aceh Tengah telah begalan dengan aman, tertib dan lancar. Kesuksesan
penyelenggaraan pemilu ini telah menghasilkan pilihan rakyat sebanyak 30 (tiga
puluh) orang Anggota DPRK Aceh Tengah yang berasal dari 4 daerah pemilihan
yaitu: Aceh Tengah 1 yang meliputi Kecamatan Lut Tawar, Kecamatan
Kebayakan dan Kecamatan Bintang. Aceh Tengah 2 yang meliputi Kecamatan
Pegasing, Kecamatan Jagong Jepet, Kecamatan Atu Lintang dan Kecamatan
Linge. Aceh Tengah 3 yang meliputi Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan
Celala, Kecamatan Silih Nara dan Ketol. Aceh Tengah 4 yang meliputi
Kecamatan Bebesen, Kecamatan Kute Panang dan Kecamatan Bies.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 171.2/642/2014 tentang
Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRK Aceh Tengah,
tanggal 20 Apustus 2014 telah ditetapkan sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.21/22/2015 tanggal 9 Februari 2015
dilakukan pelantikan Pimpinan DPRK Aceh Tengah masa bakti 2014-2019,
perolehan kursi anggota DPRK Aceh Tenpgah dari partai pemenang hasil pemilu
legislatif tahun 2014 adalah Partai Golongan Karya 4 kursi, Partai Amanat 4 kursi,
Partai Gerakan Indonesia Raya 3 kursi, Partai PDI Perjuangan 3 kursi, Partai Aceh

2 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat 2 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 2 kursi dan

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 44
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Partai Persatuan Pembangunan 2 Kursi. Dan 30 (tiga puluh) anggota DPRK Aceh
Tengah terpilih berasal dari 10 (sepuluh) partai politik yang terdiri dari 9
(sembilan) Partai Nasional dan 1 (satu) Partai Politik Lokal, dengan rincian

sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Nama Anggota DPRK Aceh Tengah (2014-2019)
JABAT PARTAI DAERAH

NO NAMA AN POLITIK PEMILIEAN | PENDIDIKAN

1 2. 3, 4. 5. 6.

1. | ASN Ketua Golkar Aceh Tengah 2 SLTA
2| galul Demokrat | Aceh Tengah 1 S2

etua
3 WD Wakil Nasdem Aceh Tengah 3 STM
Ketua

4. 1 TW Anggota Golkar Aceh Tengah 1 $1

5 |HB Anggota Golkar Aceh Tengah 3 SLTA
6. | AB Anggota Golkar Aceh Tengah 4 SLTA
7. | IS Anggota | Demokrat | Aceh Tengah 2 51
8. | AM Anggota | Demokrat | Aceh Tengah 3 S1
9. | MS Anggota | Demokrat | Aceh Tengah 4 SMA
10. | WK Anggota Nasdem Acch Tengah 1 SMA
11. | HD Anggota Nasdem Aceh Tengzh 4 S1
iz. | JH Anggota Nasdem Aceh Tengah 2 SMA
13. | SD Anggota PAN Aceh Tengah 1 SMA
4. 1 ID Anggota PAN Aceh Tengah 2 S1
15. | SM Anggota PAN Aceh Tengah 3 SMA
16. | SL Angpota PAN Aceh Tengah 4 St
17. | MS Anggota | Gerindra | Aceh Tengah 1 s1
18. | EK Anggota | Gerindra | Aceh Tengah2 SMA
1. | MSH Anggota | Gerindra | Acch Tengah 3 S1
200 | IM Anggota PDIP Aceh Tengah 1 SMA
2L | 88 Anggota PDIP Aceh Tengah 3 52
22 | SI Anggots PDIP Aceh Tengah 4 Si
23. |IM Anggota PA Aceh Tengah 3 SMA
24. | IF Anggota PA Aceh Tengah 4 SMA
25. | AY Anggota Hanura Aceh Tengah 2 D3
26. | YP Anggota Hanura Aceh Tengah 4 S
27. 1 HN Anggota PKB Aceh Tengah 1 81
28. | HT Anggota PKB Aceh Tengah 2 Si
29. | MAY Anggota PPP Aceh Tengah 3 SMA
30, | AW Anggota PPP Aceh Tenpah 4 SMA

Sumber: Sekretariat DRPK Aceh Tengah, 2018

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor | Tahun

2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah
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Pasal 3 ayat (1) DPRK terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang

dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang dilaksanakan serentak secara

nasional sesuai dengna ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Fraksi

Fraksi merupakan wadah berhimpunya anggota DPRK apar dapat secara

optimal melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya.

Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi yaitu

empat, susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Nama-nama Fraksi

Nama Fraksi Golkar dan Anggota

NO. NAMA JABATAN
1. TW Pembina
2, HB Ketua
3. AB Sekretaris
4. 1 ASN Anggota
5. |MAY Anggota
6. AW Anggota
Nama Fraksi Demokrat dan Anggota
NO, NAMA JABATAN
1. IS Ketua
2. HT Wakil Ketua
3, AM Sckretaris
4. | MS Anggota
5. |ZK Anggota
6. HN Anggota
7. |IM Anggota
8. JF Angpota
Nama Fraksi Nasdem dan Anggota
NQO. NAMA JABATAN
1 HD Pembina
2 wD Ketua
3 WK Sekretaris
4 JH Anggota

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Nama Fraksi PAN dan Anggota
NO. NAMA JABATAN
1. ID Ketua
2. SM Wakil Ketua
3. SL Sekretaris
4. SD Anggota
5. MS Anggota
6. EK Anggota
7. MSH Anggota
8. ™M Anggota
9. SS Anggota
10. | SI Anggota
11. | AY Anggota
12. | YP Anggota

Sumber: Sekretariat DRPK Aceh Tengah, 2018
2. Alat Kelengkapan DRPK Aceh Tengah

a. Pimpinan
Pimpinan Anggota DPRK Aceh Tengah terdiri dari satu orang ketua dan dua

orang wakil ketua, yang berasal darai Partai Politik yang memperoleh kursi

terbanyak di DPRK.
Tabel 4.3
Nama Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah
PARTAI DAERAH
NO NAMA JABATAN POLITIK PEMILIHAN
1. 2. 3. 4. 5.
1. | ASN Ketua Golkar Aceh Tengah 2
2. | ZK Wakil Ketua Demokrat | Aceh Tengah 1
3. | WD Waki! Ketua Nasdem Aceh Tengah 3

Sumber: Sekretariat DRPK Aceh Tengah, 2018

b. Komisi

Dengan jﬁmlah anggota sebanyak 30 orang DPRK Aceh Tengah membentuk 4
komisi yaitu; Komisi A yang membidangi pemerintahan yang meliputi
pemerintahan umum, ketertiban dan keamanan, catatan sipil, pencrangan/pers,
hukum/perudang-undangan,  kepegawaian/aparatur, perizinan, politik,

organisasi masyarakat dan pertanahan. Komisi B yang membidangi

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 47
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43461.pdf
UNNERSITAS TERBUKA

Perekonomian yang meliputi perindustrian dan perdagangan, pertanian,
perikanan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan, logistik, koperasi,
pariwisata, perhubungan, kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi,
pertambangan, energi dan dunia usaha. Komisi C yang membidangi keuangan
dan pembangunan yang meliputi keuangan daerah, perpajakan, retribusi,
perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, penanaman modal, asset
daerah, pekerjaan umum, pemetaan, tata kota, pertamanan, kebersihan,
perumahan rakyat danl lingkungan hidup. Komisi D yang membidangi
Keistimewaan dan Kesejahteraan yang meliputi pendidikan, ilmu pengetahuan
dan teknologi, agama dan adat, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan,
sosial, kesehatan, keluarga, berencana dan peranan wanita, pelaksanaan syariat

islamn, harta agama, (baitul mal) dan wagaf, keulamaan, museum dan cagar

budaya.
Tabel 4.4
Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi A
Membidangi Pemerintahan

NO NAMA JABATAN
1. 2. 3.
1. | YP Ketua
2. {HT Wakil Ketua
3. 1AB Sekretaris
4. | MSH Anggota
5 (D Anggota
6. |IS Anggota
7. | MAY Angpota
8. |HD Anggota

Sumber: Sekretariat DPRK Aceh Tengah, 2018
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Tabel 4.5
Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi B
Membidangi Perekonomian

NO NAMA JABATAN
1. 2. 3.
i. |MS Ketua
2. | WK Wakil Ketua
3. [SI Sekretaris
4. | SS Anggota
5 |JF Anggota
6. | Ml Anggota
7. | AW Anggota
Sumber: Sekretariat DRPK Aceh Tengah, 2018
Tabel 4.6
Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi C
Membidangi Keuangan/Pembangunan
NO NAMA JABATAN
1. 2. 3.
1. |SD Ketua
2. |AM Wakil Ketua
3. | SM Sekretaris
4, |IM Anggota
5 |IM Anggota
6. | TW Anggota
7. {JH Anggota
Sumber: Sekretariat DRPK Aceh Tengah, 2018
Tabel 4.7
Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi D
Keistimewaan/Kesejahteraan
NO NAMA JABATAN
1. 2. 3.
1. | SL Ketua
2. |HB Wakil Ketua
3. TAY Sekretaris
4. |EK Anggota
5 [HN Anggota

Sumber: Sekretariat DRPK Aceh Tengah, 2018
c¢. Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi dan Badan

Kehormatan. Merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan
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dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotan DPRK. Tugas-
tugasnya adalah : Badan Musyawarah bertugas memberikan pertimbangan
tentang penctapan program kerja DPRK baik diminta atau tidak,
menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat-rapat DPRK, memutuskan
pilihan mengenai 1s1 nsalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat dan
membenkan saran dan pendapat untuk memperlancar kegiatan dan
merekomendasikan pembentukan panitia khusus. Badan Anggaran
mempunyai tugas memberkan saran pendapat berupa pokok-pokok
pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) selambat-lambatnya lima
bulan sebelum ditetapkannya APBK serta menyusun anggaran DPRK dan
memberi saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretanat. Badan
Legislasi mempunyai tugas menyusun rancangan program legislasi daerah
yang menurut daftar urutan dan prioritas rancangan ganun berserta
alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRK. Badan
Kehormatan mempunyai tugas mengamati, mengevaluasi disiplin, etika
dan moral pimpinan dan anggota DPRK dalam menjaga martabat,
kehormatan, citra dan kredibilitas sesuai dengan kode etik DPRK. Benkut

nama-nama ketua dan anggotanya:
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Tabel 4 8
Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan
BADAN ANGGARAN
NO. NAMA JABATAN
1. ASN Ketua
2. ZK Wakil Ketua
3. WD Wakil Ketua
4, BS Plt. Sekretaris (bukan anggota)
5. HB Anggota
6. AB Anggota
7. AM Anggota
8, MS Pembina
9, WK Ketua
10. | SD Sekretaris
11. | SM Anggota
12. | MSH Anggota
13.  8I Anggota
14, | JF Anggota
15, | AY Anggota
6. | IM Anggota
17. | AW Anggota
BADAN MUSYAWARAH
1, ASN Ketua
2. ZK Wakil Ketua
3. WD Wakil Ketua
4 BS Pit. Sekretaris (bukan anggota)
5, TW Anggota
6. IS Anggota
7. IM Anggota
8. HT Pembina
9 HN Ketua
10. | HD Sekretans
11. | ID Anggota
12. | JH Anggota
13, | SL Anggota
14. | M1 Anggota
15. | EK Anggota
16. | 88 Anggota
17. | YP Anggota
18, | MAY Anggota
BADAN LEGISLASI
1| TW Ketua
2.| 8T Wakil Ketua
3. | BS Plt. Sekretaris (bukan anggota)
4 11D Anggota
5 | MS Anggota
6. | SL Anggota
7.1 MAY Anggota
8 | AM Pembina
9 | JH Ketua
BADAN KEHORMATAN

1. [ I8 Ketua
2. | HD Wakil Ketua
3 ]8I Anggota

Sumber: Sekretariat DRPK Aceh Tengah, 2018
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DPRK Aceh Tengah mempunyai fungsi yaitu: Fungsi Legislasi yang
diwgjudkan dalam membentuk ganun bersama Bupati, Fungsi Anggaran
diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan APBK dan sumber dana
lain yang sah bersama Bupati dan Fungsi pengawasan diwujudkan dalam
mengawasi pelaksanaan qanun dan APBK.

Tugas dan wewenang Anggota DPRK Aceh Tengah adalah membentuk ganun
yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama, melaksanakan
pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan kabupaten dalam melaksanakan
program pembangunan kabupaten, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ckonomi lain, serta penanaman modal dan keja sama intemasional,
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada
Menteri Dalam Negen melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan
pengangkatan dan/atau pemberhentian, memberitahukan kepada KIP kabupaten
mengenai akan berakhimya masa jabatan BupatyWakil Bupati, memberikan
pendapat, pertimbangan dan persetujuan bersama kepada Pemerintah Kabupaten
terhadap rencana kerja sama internasional di Kabupaten Aceh Tengah,
memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerja sama daerah
dan/atau denang pihak ketiga yang membebani masyarakat dan kabupaten,
mengusulkan pembentukan KIP kabupaten dan membentuk Panitia Pengawas
Pemilihan, melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan
penggugaan anggaran kepada KIP kabupaten penyelenggaraan pemilihan
Bupati/Wakil Bupati dan meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati

dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan.
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Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Anggota DPRK Aceh Tengah
mempunyai hak yaitu: interpelasi, angket, mengajukan pernyataan pendapat,
mengajukan rancangan qanun, mengadakan perubahan atas rancangan ganun,
membahas dan menyetujui rancangan qanun APBK dengan Bupati, menyusun
rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRK
scbagai bagian dari APBK dengan menggunakan standar harga yang disepakati
bupati dengan DPRK yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, menggunakan
anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBK dan diadministrasikan oleh
Sekretartis DPRK sesuai dengan peraturan perudang-undangan, menyusun dan
menetapkan Peraturan tata tertib DPRK dan kode etik anggota DPRK dan
meminta keterangan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, perusahaan
swasta, BUMN, BUMD dan warga masyarakat.

DPRK Aceh Tengah mempunyai sebuah Sekretariat yang membantu DPRK
dalam  menjalankan tugas dan kewenangannya sehari-hari  yaitu:
Menyelenggarakan  administrasi kesekretariatan DPRK, menyusun rencana
anggaran Seckretariat DPRK dan menyelenggarakan administrasi keuangan,
melakukan pengelolaan dan administrasi Balanja DPRK, mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRK, menyeaiakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperiukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah, melayani segala kebutuhan DPRK agar DPRK dapat
melaksanakan wewenang dan tugas dengan sebaik-baiknya, mengikuti kegiatan
rapat-rapat DPRK, membuat risalah dan catatan rapat, memberikan pertimbangan
tcknis administrasi dan hukum kepada pimpinan DPRK, khususnya dalam

kegiatan alat-alat kelengkapan DPRK.
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3 Kelembagaan (Organisasi)

Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan diperoleh data
bahwa secara kelembagaan (organisasi), akan diukur dan sarana dan prasarana
yang tersedia. Hal ini dapat dilihat dari adanya kantor DPRK yang terdiri dari
ruang sekretariat, ruang ketua dan ruang para angggota serta ruang sidang,
Begitupun prasarana penunjang seperti mobiler, mobilisasi sebagai penunjang
kegiatan anggota dewan. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang informan
anggota DPRK bahwa :

“Menurut saya kinerja DPRK secara umum beium dilaksanakan dengan

baik, hanya saja fungsi dan hak-hak DPRK yang ada selalu digunakan

sebagai alat untuk pemenuhan kesejahteraan anggota DPRK semata serta
kepentingan partai politik dari anggota DPRK tersebut”.

Sedangkan dari organisasi juga sudah terdapat pembagian kerja yang jelas
antara ketua, wakil ketua dan anggota. Bahwa untuk memudahkan
pelaksanaan tugas dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Begitupun
dengan hubungan antara DPRK dengan Pemerintah Daerah yang mitra scjajar
selama ini berjalan dengan baik karena masing-masing sudah dibenkan tugas
dan kewenangannya.

Sebagaimana pendapat tersebut di atas salah seorang informan anggota
DPRK mengatakan bahwa :

“Yang menjadi kewenangan Ketua, Sekretaris dan anggota DPRK adalah

berdasarkan kepada Tatib DPRK Aceh Téngah dan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *.

Sedangkan dari aspek anggaran dan pembiayaan tidak ada persoalan

yang berarti dimana biaya dan kebutuhan Sekretariat DPRK ditanggung oleh
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Pemerintah Daerah. Begitupun dar segi tunjangan dan honor anggota
DPRK sudah jelas. Dengan demikian hal ini membawa pengaruh terhadap
kinega DPRK dalam pelaksanaan fungsi DPRK disamping didukung oleh
sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran dan pembiayaan yang
tersedia.

Sebagaimana dari kedua penjelasan tersebut di atas, maka faktor

kelembagaan (organisasi), akan diukur dari :

a. Sarana Dan Prasarana
Faktor vital yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung kegiatan
(kemampuan) anggota Dewan adalah faktor fasilitas sarana dan prasarana.
Untuk dapat memperlancar kegiatan anggota dewan, maka diperlukan
adanya sarana dan prasarana yang baik, dalam arti cukup dalam jumlah
efisien, efektif serta praktis dalam penggunaannya. Dan untuk mencapai
hasil yang maksimal maka selain pengadaan sarana dan prasarana harus
menunjang, juga harus disesuaikan dengan kemampuan personil
pemakainya. Untuk Kabupaten Aceh Tengah fasilitas sarana dan prasarana
yang diperuntukan bagi anggota Dewan selain belanja rutin pos DPRK maka
secara kualitas dan kuantitas belum cukup memadai. Sarana dan prasarana
yang tersedia hanya discsuaikan dengan jabatan, tugas dari masing-masing
Anggota Dewan.
Sarana dan Prasarana yang diadakan sebagai pendukung tugas anggota
Dewan belum cukup memadai. Dalam hal ini penggunanaannya hanya
beberapa anggota Dewan yang secara umum dapat menggunakan dengan

sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya, keefektifan dan keefisienan
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tugas masing-masing. Dalam hal ini belum tersedianya sarana dan prsarana
seperti rumah dinas Ketua DPRK, kurangnya sarana dan prasarana mobiler
ruangan kantor masing-masing komisi, mobilisasi bagi anggota DPRK, dan
dalam pengadaan komputer dan telekomunikasi setiap ruangan tersebut
belum tersedia. Lebih jelasnya fasilitas sarana dan prasaran yang diperoleh
angpota Dewan sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan tugasnya dapat
di lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.9

Sarana Dan Prasaranz Yang Diperuntukan Bagi Anggota
DPRK Periode 2015-2017

No. Jenis (Uraian) Jumlah
1. |Rumah Dinas (ketua, 2 wakil) 3 buah
2. [Mobil Dinas 30 buah
3. |Laptop dan printer (4 komisi) 4 buah
4. |Ruang Kantor dan perlengkapannya

¢ Ruang Ketua 1Buah
e Ruang Wakil Ketua 2 Buah
¢ Ruang anggota Komisi 4 Buah
o Ruang Sidang 1 Buah
¢ Ruang Sekretariat 4 Buah
!

Sumber : Sekretariat DPRK Aceh Tengah, 2018

Dan data di atas dapat di lihat bahwa fasilitas sarana dan prasarana
yang diperoleh oleh angpota Dewan belum cukup memadai dalam
penunjang pelaksanaan tugasnya menampung aspirasi rakyat Kabupaten
Aceh Tengah. Namun yang sering terjadi adalah fenomena, bahwa suara
rakyat tidak terdengar oleh Dewan bahkan tidak jarang terjadi bahwa
anggota Dewan tidak mau tahu dengan rakyat dan bahkan memperkaya diri
sendiri yang menikmati kemudahan-kemudahan yang tersedia. Melihat

fenomena ini maka unsur sarana dan prasarana yang diterima anggota
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Dewan tidak cukup sebagai tolak wukur untuk mengukur
kestabilitasan/kemampuan anggota Dewan menampung aspirasi rakyat.

Dengan demikian, apabila sarana dan prasarana sebagai indikator
dalam lembaga (organisasi) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya
sebaéai wakil rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum anggota
dewan yang memiliki tingkat fasilitas sarana dan prasarana yang cukup akan
lebih dapat optimal kinerjanya baik dari aspek akuntabilitas, responsivitas
dan efektifitasnya sehingga DPRK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagat fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah
menyebutkan dari sisi fasilitas, pedung yang ada sekarang sangat tidak
resprentatif dikarenakan bangunan yang ada sekarang belum pernah direhap,
Apabila masyarakat melakukan unjuk rasa maka terpaksa hanya diterima di
bapian depan karena selain ruang paripurna tidak ada lain ruangan yang
memungkinkan dilakukan audiensi dengan masyarakat banyak.

Pemyataan senada juga disampaikan oleh Anggota Dewan dalam
melaksanakan tugas kami merasa kurang nyaman karena keamanan di dalam
gedung ini kurang maksimal. Security tidak ada kecuali ajudan para
pimpinan. |
b. Anggaran Dan Pembiayaan Yang Tersedia

Dari segi anggaran dan pembiayaan yang tersedia Sesuai Peraturan

Pemenintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah tanggal 30 Mei 2017 dengan Qanun Bupati Aceh Tengah
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Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota DPRK Aceh Tengah mengalami peningkatan lebih
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam kenyataannya pada
DPRK Aceh Tengah disamping dukungan dana telah terpenuhi juga
kuantitasnya menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Disayangkan peningkatan ini tidak diimbangi dengan kinerja yang

semakin baik.
Tabel 4,10
Belanja Rutin Daerah Untuk Pos DPRK Aceh Tengah
Tahun 2016-2017

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2017
1. Gaji Pokok / Uang Representasi 671.790.000 649.740.000
2. Tunjangan Keluarga 58.913.400 55.395.900
3. Tunjangan Jabatan 904.517.250 865.693.500
4. Tunjangan Beras 76.177.920 74.443.370
5. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 102.625.600 89.441.700
6. Pembulatan Gaji - -
7. luran Ansuransi Kesehatan 18.906.048 18.049.968
B. Uang Paket 57.582.000 54,904,500
9. Tunjangan Panitia Musyawarah 21.0%0.500 20.751 673
10. | Tunjangan Komisi 40.559.400 38.062.500
11. ! Tunjangan Panitia Anggaran 24.299.100 19.838.175
12. | Tunjangan Badan Kehormatan 5.663.700 4.415.250
13. | Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya P. 12.606.300 12.606.300

Legislasi DPRK
14. Tunjangan Perumahan 2.430.000.000 2.392.500.000
15. | Uang Jasa Pengabdian - -
16. | Iuran Ansurensi Ketenagakerjaan - -
17. | Tunjangan Reses - 304 500.000
18. | Tunjangan Transportasi - 780.000.000
19. | Belanja Penunjang Komunikasi Intensif 1.512,060.000 2.049.600.000
Pimpinan dan Anggota DPRK

Jumiah 5.936.651.218 | 7.429.942.838

Sumber : Sekretariat DPRK Aceh Tengah, 2018.

Dari data di atas jelaslah terlihat bahwa terjadi peningkatan yang
cukup tinggi. Apabila dilihat dari kondisi keuangan daerah yang
dianggarkan untuk DPRK tersebut, maka sudah seyogyanya DPRXK dapat

menampung dan mengakomodir suara masyarakat. Dengan kata lain
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bahwa tidak ada alasan bagi anggota Dewan untuk mengabaikan suara
rakyat karena kekurangan dana. Namun secara nyata fenomena yang
terjadi di lapangan adalah cukup kontradiktif dengan kondisi di atas.
Sampai dengan tahun 2017 ini, anggota DPRK masih tetap kurang mampu
dan terampil untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil
rakyat. Atau tidak secmua anggota Dewan mengerti apa yang menjadi
tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai anggota Dewan.

Dengan demikian, apabila anggaran dan pembiayaan yang tersedia
sebagai indikator dalam lembaga (organisasi) terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsinya sebagai wakil rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa secara
umum anggota dewan yang memiliki tingkat fasilitas anggaran dan
pembiayaan yang tersedia cukup tinggi akan lebih dapat optimal
kinerjanya baik dari aspek akuntabilitas, responsivitas dan efektifitasnya
sechingga DPRK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fungsi
legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran. Namun asumsi semacam ini
ternyata tidak berlaku dalam konteks DPRK Aceh Tengah, scbagaimana
terlihat dalam tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa makin meningkatnya
anggaran dan pembiayaan yang tersedia, tapi kenyataannya kinerja DPRK
yang dihasilkan masih rendah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

sebagai legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran.
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B. Hasil Penelitian

1. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas DPRK Aceh Tengah sangat menarik untuk dibahas terlihat
dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa
orang nara sumber dan media Online Dararan Tinggi Gayo (sebutan
. untuk Kabupaten Aceh Tengah) berikut adalah salah satu isi dari berita
media online yang menyebut bahwa anggota DPRK seperti anak TK:

Publik di Aceh Tengah sudah sangat gerah dengan kinerja anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah yang semakin hari
semakin gagal total.

Demikian penilaian tokoh muda {Toda) Gayo Aramiko yang diutarakan
dalam siaran pers yang ditenima LintasGAYO.co, Selasa 20 Juni 2017.
“Kita sangat kesal dengan sikap anggota DPRK Aceh Tengah, disibukkan
dengan konflik, kesannya seperti anak TK yan kurang kasih sayang,” kata
Aramiko.

Dikatakan, sebaiknya dewan harus lebih berpikir dewasa menyangkut
jabatan yang di emban karena dewan adalah unjung tombak dari
masyarakat yang saat ini semakin sulit mendapatkan hak-haknya sebagai
warga negara.

“Alangkah baiknya 30 anggota dewan mengkritisi kebijakan pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah yang dipimpin oleh Ir. H Nasaruddin MM
semisal proses pembangunan masjid Ruhama yang semakin hari semakin
tidak jelas nasibnya,” ungkap Aramiko.

Amatan mantan aktivis mahasiswa ini, sudah 2 periode kepemimpinan
Bupati Nasaruddin, masjid raya Takengon tidak rampung-rampung dan
terlihat pembangunan kurang tertata dan kualitas yang tidak baik.
Mengapa 30 anggota dewan hanya serius ketika ada kepentingan napsu
birahinya yang mulai terusik, apakah mereka lupa bahwa mereka semua
beragama Islam?,” timpalnya bernada tanya.

Contoh penyepelean anggota DPRK lainnya, diutarakan Aramiko, terkait
dana bantuan gempa Gayo yang diduga disunat oknum dewan.
“Pemnbangunan Aceh Tengah yang semrawut, masyarakat kesulitan
mendapat akses atas hak-haknya seperti mengurus BPJS, KK, KTP,
naiknya tarif air PDAM, krisis air bersih, dugaan Pungli di instansi
pendidikan dan masatah konflik masyarakat akibat penbelolaan dana desa.
apakah anggota dewan tau masalah-masalah itu, dan kalau mereka tau
mengapa 30 anggota dewan tidak bersuara?,” cecarnya.
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Dia juga menyidir soal Dana Otsus yang diributkan atau dipersoalkan oleh
anggota dewan belakangan ini.

“Dulu dana Otsus pernah dikendalikan kabupaten dan programnya hanya
unfuk pembangunan MCK, pertanyaanya mengapa dana yang begitu besar
dipakai untuk bangun MCK, dan itu hanya pernah terjadi di Aceh
Tengah,” demikian rilis Aramiko.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini belum berhasil mendapatkan
tanggapan dari pihak DPRK setemmpat. {SP] Sumber : Lintasgayo.Co
dengan judul berita “Anggota DPRK Aceh Tengah Layaknya Anak TK?”
(06/21/2017)

Dari isi berita media Online LintasGayo.co tersebut diatas dapat
diambil kesimpulan bahwasannya anggota DPRK Aceh Tengah masih
belum dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi tufoksinya
serta belum mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah
disahkan baik secara hukum, pengelolaan organisasi, program, kebijakan
lembaga serta finansial bila ditinjau dari secara rinci melalui teori dimensi
akuntabilitas yang diungkapkan oleh Syahrudin Rasul {2002:11), maka
dapat dikatakan anggota DPRK Aceh Tengah masih belum memenuhi
dimensi Akuntabilitas karena tidak dapat mempertanggungjawabkan
segala kebijakan yang telah disahkan baik secara hukum, pengelolaan
organisasi, program, kebijakan lembaga serta finansial.

“Dalam pelaksanaan sidang anggota DPRK Aceh Tengah sering sekali
mangkir atau tidak hadir dengan berbagai macam alasan” hal ini
diungkapkan oleh DW salah satu ASN di Sekretariat DPRK Aceh Tengah.
Hasil wawancara ini menyatakan bahwasannya anggota DPRK Aceh
Tengah belum dapat melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan

efesien DPRK Aceh Tengah juga belum dikatan Akuntabilitas karena

L]
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masih bertentangan dengan teori dimensi Akuntabilitas yang diungkapkan
Syahrudin Rasul (2002:11).
Secara umum akuntabilitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Tengah masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana
keputusan politik diambii oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh
Tengah. Keputusan yang diambil belum mempertimbangkan informasi
yang  berkualitas, saran  stakeholder, pendapat ahli serta
mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan. Sebagai contoh
adalah kepengurusan mengenai sengketa tanah masyarakat yang terletak di
Paya llang Kecamatan Bebesen. Hingga saat ini Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Tegah masih belum mampu menemukan titik
terang mengenai status tanah tersebut sehingga menimbutkan kecurigaan
di kalangan masyarakat, Salah seorang Tokoh Masyarakat (SA)
mengatakan hampir dua tahun lebih mediasi antara Pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah dengan masyarakat yang difasilitasi oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Tengah belum juga membuahkan hasil (3 Apnl
2018), terbukti tidak adanya gqanun yang jelas mengenai tata ruang yang
terletak di tanah masyarakat yang terdapat di Paya llang. Padahal
masyarakat secara sah memiliki legalitas tapi oleh Pemda mengatkan itu
miliknya, Komisi A yang membidangi masalah ini dianggap lalai dan
tidak peduli.

Agar setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan
maka perlu dilakukan proses dokumentasi tertentu berkaitan dengan setiap

sengketa yang timbul sehingga setiap kesalahan-kesalahan atau
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penyimpangan-penyimpangan  dalam pengambilan keputusan dapat
dideteksi dari hasil dokumentasi tersebut, Dokumentasi ini memiliki arti
penting dalam upaya secara terus menerus memperbaiki sistem
manajemen pengambilan keputusan dan akuntabilitas bagi lembaga
legislatif,
b. Responsivitas

Responsivitas merupakan salah satu bagian dari indikator penilaian
kinerja dalam penelitian ini, berikut adalah kutipan berita dalam salah satu
media online Toskomi.com yang dimuat pada 10/6/2017
Tidak tangung menurut Yaser, bahkan ada 3 Kepala keluarga yang
mendiami kandang tersebut dan lebih dari 6 (enam) bulan demi untuk
menghidupi seekor sapi miliknya, Hal itu disampaikan Lsm Pemantau
Keuangan Negara, Yaser Arafat kepada toskomi. Yaser Arafat anggap
Bupati hanya goyang-goyang kaki, dan tidak memikirkan rakyatnya. Hal
terscbut tak ubahnya Anggota DPRK Aceh Tengah yang hanya
memperkaya diri, hanya mengurusi hasrat politik, dan tidak mementingkan
kepentingan Rakyat Aceh Tengah.

Dari kutipan berta yang dimuat oleh Toskomi.com tersebut
bahwasannya anggota DPRK Aceh Tengah sama sekali belum merespon
kejadian yang menimpa beberapa keluarga yang ada di Ketapang, padahal
menurut Undang-undang republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 salah
satu fungsi Anggota DPRK adalah mengawasi kebijakan pemerintah
daerah, namun hal ini berbanding terbalik dengan apa yang tegadi
dilapangan, bila ditinjau melalwu teori dimensi responsivitas yakni
penggunaan keluhan dari dari pengguna jasa scbagai referensi bagi

perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang dan berbagai

tindakan aparat birokrasi untuk meberikan kepuasan pelayanan kepada
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pengguna jasa yang dikemukakan oleh dwiyanto (2008:60) sikap anggota
DPRK Aceh Tengah belum memenuhi dimensi Resvonsivitas, dengan kata
lain tidak merespon keluhan masyarakat Aceh Tengah yang ada di wilayah
Ketapang tersebut.

Salah satu bentuk responsitivas lembaga legislatif adalah dengan
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dacrah. Badan
pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) dan Inspektorat adalah
lembaga intern yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
dalam melakukan pemeriksaan keuangan. Fungsi pengawasan dalam
pemerintahan sangat diperlukan karena dengan adanya pengawasan akan
terciptanya swatu usaha untuk menjamin keserasian  dalam
penyelenggaraan pemerintahan, Bila dikaitkan dengan kinerja lembaga
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah maka
responsivitasnya sangat rendah. Hal im dibuktikan bahwa pada tahun 2015
terdapat beberapa temuan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah terutama dalam bantuan hibah di Kampung Ketapang
Kecamatan Linge. Namun lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Tengah tidak merespon dengan memanggil eksekutif untuk dimintai
pertanggungjawaban. Padahal sebagaimana yang kita ketahui banyak
lembaga sosial masyarakat yang melakukan aksi ke Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Tengah menuntut lembaga ini berperan atas
berbagai temuan yang dilakukan oleh eksekutif.

Salah secorang informan mengatakan “Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten Aceh Tengah lagi-lagi kecolongan dengan adanya temuan ini.
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Padahal fungsi anggaran ada di mereka. Seharusnya dari awal mereka
sadar bahwa terdapat potensi penyelewengan dan kerugian Negara dalam
kebijakan tersebut, terlebih lagi beberapa anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Tengah telah meninjau langsung ke lokasi dan
ditemukan banyak sekali permasalahan. Kami melihatnya sebagai bentuk
kelemahan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang
tidak mampu merespon tuntutan masyarakat:
c. Efektifitas
Pada bagian ini penulis mengambil salah satu dari kegiatan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yaitu reses. Sebagimana yang
kita taun bahwa reses adalah satu kegiatan konstitusional bagi anggota
dewan untuk terjun langsung ke konstituennya, menyerap aspirasi dan
lainnya. Kalau kita lihat dari masa reses yang dilakukan oleh anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang cukup terbatas,
hanya seminggu tentu sangat tidak cukup. Melihat banyaknya konstituen
dan luasnya daerah yang harus menyerap seluruh aspirasi masyarakat.
Penulis menilai bahwa kegiatan reses yang singkat ini sangat tidak efektif.
Terkesan menghabiskan uang tanpa mendapatkan hasil yang maksimal.
Umumnya penulis lihat, seorang anggota dewan hanya akan turun ke basis
masanya saja sementara cakupan daerah pemilihannya sangat luas. Hal ini
berdampak tidak meratanya pembangunan yang ada di setiap kampung
Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu
hal yang penting untuk dapat mengetahui sejauh mana tujuan organisasi

tersebut berhasil diwujudkan dalam jangka waktu atau periode tertentu.
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Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tengah adalah Lembaga Perwakilan
Rakyat Dacrah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan dan anggota DPRD kabupatenkota adalah
pejabat daerah. Bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja
merupakan suatu hal yang penting untuk dapat mengetahui sejauh mana
tujuan organisasi tersebut berhasil diwujudkan dalam jangka waktu atau
periode tertentu. Dewan perwakilan rakyat Aceh Tengah Adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan dan anggota DPR kabupaten/kota
adalah pejabat daerah.

Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk
memperbatki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.
Dalam hal ini DPRK sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi
perwakilan akan tetapi bentuk keterwakilan yang dimiliki oleh anggota
legislatif belum mencerminkan keterwakilan rakyat kepada mereka,
mengingat proses perwakilan mercka di Lembaga Legislatif masih
tergantung pada partai dan pengangkatan sehingga tugas
pertanggungjawaban mereka juga menjadi kepada partai ataupun iembaga
yang mengangkatnya bukan kepada masyarakat yang memilihnya/
konsisten. Hal inilah yang menyulitkan untuk menilai kineja Lembaga
Legislatif secara keseluruhan sehingga pada akhirmnya pengukuran kinerja
tersebut hanya dilihat dari seberapa besar hak, tugas dan fungsi serta
wewenang yang telah dilaksanakan secara kelembagaan, berdasarkan hak

dan wewenang yang dimiliki lembaga tersebut.
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Rakyat masih banyak memiliki pertanyaan, apakah pam anggota
Lembaga Legislatif telah bekerja secara optimal dengan segala wewenang
dan hak yang diberikan sepenuhnya kepada mereka. Juga dipertanyakan,
apakah mereka telah menjalankan fungsi representatif dengan baik sesuai
dengan harapan dan janji-janji yang diberikan kepada masyarakat sewaktu
pemilu 2014 lalu. Pelaksanaan hak, tugas dan fungsi serta wewenang
DPRK periode 2014-2019 dapat menjadi pedoman untuk melihat kinerja
DPRK Aceh Tengah saat ini.

Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai parameter absolut
untuk mengukur kinerja DPRK secara keseluruhan. Pengukuran kinerja
secara kelembagaan bisa saja dilihat secara nyata dari pelaksanaan atas
hak, tugas dan fungsi serta wewenang namun tidak semudah itu untuk
melakukannya, karena pada masing-masing anggota législatif juga
memiliki fungsi dan tugas yang hakiki sebagai wakil makyat yang tidak
dapat diukur dengan kasat mata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 pasal 149 DPRD kabupaten’kota mempunyai fungsi;
Pembentukan perda kabupaten/kota, Anggaran dan Pengawasan. Ketiga
fungsi diatas dijalankan dalam kerangka refresentasi rakyat di Daerah
kabupaten/kota serta melaksanakannya dengan menjaring aspirasi rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota legeslatif Kabupaten
Aceh Tengah. Menerangkan bahwa :

“kinerja DPRK Aceh Tengah sudah berjalan sesuat dengan tugas kami

selaku anggota dewan untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan
mewakili rakyat™ ( 21 Maret 2018 ).
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bel 4.11

Rekapitulasi Permasalah: Kegiatan/Kasus Yang Disampaikan
Ke DPRK Acel ‘engah Periode 2014-2017
Berdas ‘kan Komisi-komisi

omisi A zgiatan  kunjungan  kerja, dengar
:ndapat, pengawasan yang berhubungan
mgan Penyalahgunaan Dana Desa,
ipang tindih kepemilikan tanah Paya
g, Tanah Blang Bebangka dan Tenaga
snorer tiap tahun semakin bertambah
hingga menjadi beban daerah.

2. {Komisi B sgiatan/ permasalahan/ kasus yang paling
wminan adalah masalah  Pembagian
ko/Ruko Pasar Inpres, Masalah Gajah
ar.

Komisi C >piatan/ permasalahan/ kasus yang paling
yminan adalah pemeliharaan jalan, Irigasi
n jembatan, perbaikan sarana air bersih
pedesaan, PDAM, masalah penyetoran
jak Penerangan Jalan (PPJ), penerima
mah  Sehat  Sederhana, Qanun
ngelolaan hutan getah  pinus,
nghapusan barang inventaris, retribusi
rkir, percepatan Qanun RTRW, pertipan
1f angkutan dan Galian C serta Bantuan

. at berat untuk menanoani jalan for | or.

4. | Komisi D ““2giatan  kunjungan  kerja, dengar
ndapat, pengawasan yang berhubungan
ngan peningkatan mutu pendidikan,

, >merataan guru PNS di daerah terpencil,

>sel an  di Pusl m

yanan Keschatan BLUD
gembalian dokter spesialis,
1aga medis di BLUD dan
stakaan menjadi Lembaga

(Y

I

Tab DPRK Aceh Tengah telah
menam| adapi masyarakat yang ada
dalam ¢ komisi yang membidanginya.
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Dari keterangan tabel 4.11 ini juga dapat kita ambil kesimpulan hampir setiap
komisi memiliki masalah masing-masing terkesan tidak ada permasalahan
yang sudah terselesaikan. Hampir tidak adanya strategi serta proses analisis
dan prumusan kebijakan yang mantab berkaitan dengan permasalahan yang
telah dilaporkan pada masing-masing komisi, disusul dengan belum adanya
perencanaan, penyusunan program yang tepat serta belum ada pelaksanaan
yang efektif dan efesien terkait dengan permasalahan yang dilaporkan tersebut
pada tabel 4.11, hal ini menyatakan bahwasannya anggota DPRK Aceh
Tengah belum Efektif datam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRK
Aceh Tengah,

Sementara menurut informan Sekretariat DPRK menerangkan bahwa :

“kinerja dewan dalam melaksanakan tugas belum sesuai dengan harapan

kita karena kebutuhan oprasional mereka sudah kita sediakan berdasarkan

anggaran yang sudah disahkan namun pada hasil tidak .

Pendapat lain menurut menurut Akademisi Fisipol UGP (HBI)

menerangkan bahwa :

“selama imi anggota dewan kita masih kebingungan berkaitan dengan

memahami tupoksi dan kerjanya kedepan kita contohkan saja dalam

mensiasati aspirasi ini banyak tidak terserap oleh masyarakat ini menjadi

kenyataan di setiap anggota dewan kita”. { 02 Apnil 2018 ).
Tokoh masyarakat (NE) menjelaskan bahwa

“Anggota Dewan Aceh Tengah banyak yang tidak mampu menyerapkan

aspirasi untuk rakyat karena tingkat pendidikan dan pengetahuan anggota

dewan kita sangat rendah dan bersifat arogansi dalam melaksanakan

tugas”. ( 03 April 2018 ).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nara sumber diatas dapat

disimpulkan bahwa kineja anggota dewan Aceh Tengah masth rendah, karena

beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pendidikan dan bersifat arogansi

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 69

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43461.pdf
UNIVERSITAS TERBUKA

sehingga tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota

DPRK.
Tabel 4.12
Rekapitulasi Program Legislasi Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2014-2017
NO NAMA QANUN
1. Qanun Tentang Bangunan Gedung
2. Qanun Pembentukan Kecamatan dalam Kebupaten Aceh Tengah Tentang Batas-batas |
Wilayah
3 Qanun Tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu |
Pintu (BPMPTSP)

4 Qanun Garis Sepadan Tentang Batas-batas dibolehkan didirikan Bangunan
. Qanun Retribusi Daerah Tentang Perubahan Tarif Retribusi dan Penambahan Objek
4. Qanun Alik Fungsi Lahan Tentang Pengaturan Tata Guna Lahan
Qanun RT/RW Kabupaten Aceh Tengah Tentang Tata Ruang Kabupaten Aceh Tengah
5. Qanun Perubahan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah |
6. Qanun Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Pemerintahan Kampung
7. Qanun Pembentukan Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah Tentang Penetapan
Kampung Persiapan menjadi Kampung Defenitif
.3 Qanun Tentang Pengelolaan Sampah
9. Qanun Perubahan STOK Sckretarist Daerah tentang Perubahan Struktur Organisasi
Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah
10. | Qanun Tentang Fzin Usaha Jasa Kontruksi (TUJK)
11. | Qanun Tentang Pengelolaan Sampah
12 Qanun Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
13 | Qanun Pencegahan Penanggulangan Rabies
14 Qanun Pengelolaan Ternak Daerah Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Ternak
15 Qanun Penyelenggaraan Reklame Tentang Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan
terhadap Penelenggaraan Reklame
16. | Qanun Pengelolaan Barang Milik Daerah Tentang Perubahan nomenklatur, Perubahan
Wewenang dan mekantsme-mekanisme barang milik daerah
17. | Qanun lzin Gangguan (HQ) Tentang Pengaturan dan Penataan Tempat Usaha
18. | Qanun Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Air
19 | Qanun Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
20. | Qanun Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
21. | Qanun Tentang Majelis Adat Gayo
Sumber Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah, 2018

Tabel 4.13
Rekapitulasi Qanun yang telah ditetapkan
Tahun 2014-2017

NO NOMOR /TANGGAL NAMA QANUN
TAHUN 2014
1. 01 TAHUN 2014/28-11-2014 Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah
Tahun 2014
TAHUN 2015
1. 01 TAHUN 2015/30-03-2015 Qanun  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 70
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43461.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA

02 TAHUN 2015/19-08-2015

Qanun  Pertanggung jawaban Pelaksansan
APBK Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Acch

Tengah

03 TAHUN 2015/1-10-2015

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kebupaten {APBK) Aceh Tengah Tahun 2015

4 TAHUN 2015/27-11-2015

Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016

5 TAHUN 2015/28-12-2015

Qanun  Susunan Organisasi dan Tatakerja
Sekretsriat  Majelis  Pendidikan  Daerah
Kabupaten Aceh Tengah

6 TAHUN 2015/28-12-2015

Qamun Susunan Organisasi dan Tatakerja
Sekretariat Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh

Tengah

7 TAHUN 2015/28-12-2015

Perubahan Antar Qanun Kabupaten Tengah
Nomor 14 Tahun 2013 tenfang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Draerah Kabupaten Aceh Tengah (Pembentukan
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Kab. Aceh Tengah.

8 TAHUN 2015/28-12-2015

Perubahan Ketiga Qanun Kabupaten Aceh
Tengah No. 19 Tahun 2008 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Ketja Sekvetariat Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah
(Perubahan Tupoksi Bag Adm Perekonomian
Setdakab)

8 TAHUN 2015/28-12-2015

Bangunan Gedung

TAHUN 2016

1 TAHUN 2016/26-08-2016

Qanun Pertanggung jawaban Pelaksanaan
APBK Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Aceh
Tengah

2 TAHUN 2016/22-10-2016

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Aceh Tengah 2016-2036

3 TAHUN 2016/16-12-2016

Qanun Pembentukan dan Susunan Perangkat
Kabupaten Aceh Tengah

4 TAHUN 2016/15-11-2016

Qanun atas Qanun Aceh Tengah Nomor 35
Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah
pada Pihak Ketiga

§ TAHUN 2016/23-11-2016

Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah
Tahun 2016

6 TAHUN 2016/14-16-2016

Qamin Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK) Aceh Tengah Tahun 2017

TAHUN 2017

1 TAHUN 2017/24-02-2017

Qanun Susunan Qrganisasi Tata Kerja MPD

[ R

2 TAHUN 20617/08-10-2017

Qanun Hak Keuangan dan  Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tengah

3 TAHUN 2017/16-10-2017

Qanun Pertanggung jawaban Pelaksanaan
APBK Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Aceh
Tengah

4 TAHUN 2017/7-12-2016

Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah
Tahun 2017

5 TAHUN 2016/19-12-2016

Qamun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK) Aceh Tengah Tahun 2018

6 TAHUN 2017

Qanun Muatan Lokal

o

7 TAHUN 2017

Qanun Persampaban

Sumber Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah, 2018
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Dilibat dari Rekapitulasi Program Legislasi Daerah Kabupaten
Aceh Tengah Tahun 2014-2017 (tabel 4.12) terdapat 21 Qanun yang
diusulkan, namun hanya 8 qanun yang telah ditetapkan (tabel 4.13). Dari
tabel rekapitulasi Qanun yang telah ditetapkan indikator Efektifitas dari
fungsi legislasi Anggota DPRK Aceh Tengah dapat disimpulkan bahwa
masih jauh dari harapan. Efektifitas dari fungsi anggaran Anggota DPRK
Aceh Tengah dapat dikatakan baik hal ini terlibat dari penetapan Qanun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah, Qanun
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah,
Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Tengah setiap tahunnya berjalan sesuai dengan
peraturan dan undang-undang yang beriaku. Namun anggota DPRK Aceh
Tengah Masih terlaly fama dalam menentukan jadwal pembahasan
angparan schingga berpengaruh kepada Penetapan Anggaran, terutama
pada perubahan APBD
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPRK Aceh Tengah
Ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja DPRK Aceh Tengah hal ini dapat
dilihat dari sisi internal dan eksternal sesuai dengan yang dikemukan oleh Imawan
(1993:79) pada anggota DPRK, sisi internal dapat terlihat dari peraturan tata
tertib, data & informasi serta kualitas anggota legeslatif (SDM)
a. Faktor Internal

1) Peraturan Tata Tertib

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 72
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43461.pdf
UNIVERSITAS TERBUKA

Peraturan dan tata tertib ini tertuang dalam Keputusan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.
“Kehadiran anggota DPRK dalam menetapkan keputusan sangat
diperlukan, sementara itu kenyataannya banyak rekan-rekan anggota yang
terkadang tidak hadir dalam penetapan keputusan atau kebijakan terscbut,
sementara menurut peraturan dan tata tertib untuk menetapkan keputusan
harus ada 2/3 dan jumlah keseluruhan anggota dewan hadir dalam
penetapannya, sehingga terkait hal ini terkadang terjadi penundaan
penetapan keputusan tersebut™ (YP anggota DPRK Aceh Tengah)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan tata tertib dan
peraturan anggota DPRK Aceh Tengah salah satu faktor yang
mempengaruhi kinerja anggota DPRK hal ini diakibatkan peraturan terlalu
detail sehingga menjerat para anggota dewan dalam menetapkan
keputusan karena harus menunggu kehadiran para anggota dewan yang
lain minimal 2/3 harus ada untuk menetapkan keputusan dalam
pengambilan kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori yang
diungkapkan oleh Imawan (1993:79)

2) Informasi dan Data
Masalah internal yang kedua adalah informasi, Informasi adalah data
yang tersusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena
dapat dikemukakan pada seseorang yang akan menggunakannya untuk
membuat suatu keputusan. Informasi yang salah bisa menyesatkan, kita
bisa salah mengambil sikap, salah menganalisa sehingga salah pula dalam
mengambil keputusan. Memang informasi langsung atau tidak langsung

mempengaruhi hidup kita, cara pandang, cara berfikir dan cara bertindak.

Hal yang penting dalam topik ini adalah terlambatnya anggota Legislatif
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dalam memperoleh informasi yang diperlukan dibandingkan dengan pihak
Eksekutif. Kondisi ini dapat dimaklumi sebab pihak Eksekutiflah yang
bergelut dengan masalah kenegaraan sehari-han.

Selain itu untuk memutuskan satu tindakan/kebijakan yang sifatnya
kolektif organisasi jauh lebih sulit dibandingkan dengan pihak Eksekutif.
Berbicara tentang informasi, tidak pernah ada informasi yang bersifat
netral. Suatu informasi selalu diciptakan berkaitan dengan konteks pola
pikir tertentu untuk melayani kebutuhan-kebutuhan, baik yang bersifat
nasional, organisasi maupun kebutuhan personal. Informasi tidak bisa
dikatakan baik atau buruk. Penilaian seperti itu hanya dibuat oleh pemakai
informasi yang banyak bergantung pada pengetahuan dan pola pandang
dari masing-masing. Sebagaimana penjelasan tersebut di atas bahwa suatu
informasi dalam penelitian ini akan diukur dari :

a) Sumber [nformasi Yang Digunakan

Dari hasil observasi ternyata informasi yang digunakan DPRK
cukup banyak tersedia, baik itu informasi yang disampaikan oleh
mayarakat secara langsung datang ke gedung DPRK maupun dalam
bentuk surat atau pengiriman delegasi. Hal ini dapat dilihat dari sumber
informasi yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan fungsi DPRK
dari internet, media cetak seperti koran lckal dan buletin lokal yang
menyangkut bidang tugas dan mendukung pelaksanaan fungsi DPRK.
Disamping itu anggota legislatif juga aktif dalam mencart dan menggali
informasi tersebut melalui kunjungan ke daerah-daerah. Sebagaimana

yang dikatakan oleb seorang informan anggota DPRK (HB) bahwa :
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“Usaha DPRK memperoleh informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan
fungsi DPRK bersumber dari informasi struktural partai, masyarakat
melalut LSM atau perorangan dan melalui informasi media cetak, media
online maupun elektronik selanjutnya atas hasil musrembang baik
dikecamatan dan kabupaten”. (1 April 2018}

Senada dengan pendapat tersebut di atas dikatakan pula oleh

seorang informan tokoh masyarakat (IN) bahwa :
“Akses informasi DPRK kepada masyarakat masih sebatas informasi
melalui media massa yang cenderung belum obyektif dalam pemberitaan,
paling jika akses info ada melalui kunjungan langsung mengadakan
perternuan Musrenbang Kecamatan maupun Desa atau mungkin akses
melalui Partai Politik masing-masing”. (3 April 2018)

Dari hasil observasi, ternyata informasi yang digunakan oleh
DPRK masih sebatas melalm media massa dan melalani informasi
struktural partai, padahal saat ini rakyat Indonesia sudah dapat
menggunakan informasi yang lebih cepat dan canggih yaitu melalui
jaringan intemet. Dengan demikian, apabila informasi yang digunakan
dijadikan sebagai indikator dalam proses pemahaman anggota legislatif
terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat,
maka dapat disimpulkan bahwa secara umum anggota dewan dalam
informasi yang digunakan masih belum memadai. Apabila hubungan
antara informasi yang digunakan dengan kinerja anggota legislatif tersebut
merupakan kenyataan, maka dapat dimengerti bahwa semakin cepat dan
canggihnya informasi yang digunakan semakin tinggi pula pengaruh
kinerja anggota Dewan dalam memahami hakekat masyarakat dan badan
legislatif yaitu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai
fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran.

b) Keterbukaan Menerima Dan Menyampaikan Informasi
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Dari segi keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi
sudah cukup baik, ini memang dapat dibuktikan karena Lembaga
Legislatif pemah mengadakan pertemuan-pertemuan dan dialog dalam
menerima dan  menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Sebagaimana yang telah dikatakan oleh seorang informan anggota DPRK
bahwa :

“DPRK dalam menerima informasi dari masyarakat pada umumnya

telah membuka selebar-lebamya untuk menampung informasi karena

sumber informasi tersebut akan dapat mempengaruhi suatu kebijakan”.

(2 April 2018)

Dalam hal ini DPRK dapat memproses atau menindak lanjuti informasi
yang masuk sebagai kelengkapan melalui komisi kemudian kepada
pimpinan untuk dapat ditindak lanjuti atau diteruskan pada instansi yang
lebih tinggi apakah diselesaikan pada Pemerintah Daerah atau juga melalui
proses hukum. Kemudian informasi yang masuk ke Dewan dikelola
sesuai dengan yang berlaku untuk layak ditindak lanjuti kepada komisi
yang bersangkutan sesuai dengan bidang-bidangnya lalu disampaikan
kepada pimpinan untuk diambil suatu kebijakan.

Dengan demikian, apabila keterbukaan menerima dan menyampaikan
informasi dijadikan sebagai indikator dalam proses pemahaman anggota
legislatif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil
rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum anggota dewan
dalam keterbukaan menerima dan menyampaikan informasi sudah cukup
baik karena usaha DPRK dalam menghimpun informasi dengan
melakukan : pendekatan dengan Pemerintah Kecamatan untuk mencoba

mengenali aspirasi masyarakat setempat yang sudah disimpulkan oleh
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Camat setempat. Dan anggota Dewan melalui fraksinya masing-masing
terjun langsung ke daerah yang diwakilinya untuk mengetahui masih
adakah masalah-masalah yang belum tertampung, selanjutnya masalah
tersebut digodok oleh fraksi masing-masing, kemudian dengan
pertimbangan fraksi ditentukan skala prioritas mana yang harus
didahulukan dan mana yang ditangguhkan, setelah itu baru dimatangkan
dalam komisi. Sehingga keterbukaan menerima dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan pendekatan tersebut akan dapat
mempengaruhit  kinerja anggota Dewan dalam memahami hakekat
masyarakat dan badan legislatif yaitu dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya sebagai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
c¢) Intensitas Dalam Menyerap informasi

Dari segi intensitas dalam menyerap informasi dari masyarakat masih
belum baik karena DPRK dalam menyerap informasi dari masyarakat
masih tergantung pada individu Dewan masing-masing dan masih melihat
kondisi yang ada untuk disampaikan pada pimpinanan. Sebagaimana yang
dikatakan oleh seorang informan tokoh masyarakat bahwa :
“DPRK dalam menyerap informasi dari masyarakat belum efektif karena
sifatnya hanya menunggu, jarang DPRK langsung turun mengadakan
kunjungan kerja, monitoring ke SKPK, kecamatan dan desa mencari
informasi secara formal kedinasan. Kemudian jika melalui media massa
cenderung kurang obyektif, enggan membentahu jika tidak ada imbalan
langsung baik dari masyarakat maupun DPRK”. (2 Apnl 2018)

Khususnya dilihat dari sumber informasi aktif dari masyarakat, hal ini
ditinjau dari banyaknya pengaduan yang masuk. Disamping itu secara

umum dukungan media lokal terhadap pemberdayaan DPRK sebagai
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lembaga legislatif perwakilan masyarakat di daerah yang sering juga
diekspos dan ini bisa menjadi pembanding dan masukan bagi DPRK.

Penampungan informasi sangat tergantung pada sosial kontrol
masyarakat, dimana jika tingkat keperduliannya tinggi maka tinggal
diperlukan tindak lanjut berbentuk keputusan yang dapat diterima dan
berlaku umum. Sebaliknya jika pemahaman akan hak-hak rakyat masih
relatif masih kurang dapat dikembangkan melalui penciptaan ruang agar
informasi itu dapat tersalurkan. Berbagai metode dapat dikembangkan
baik antar individu maupun melalui kelompok dengan proyeksi intensitas
dalam penyerapan informasi itu akan dijadikan sebagai dasar
pertimbangan dalam ramusan kebijakan.

Dengan demikian informasi yang ada selama imi berdasarkan
pengamatan di lapangan dirasakan belum relevan dan belum memiliki
validitas yang tinggi karena informasi yang diperoleh belum tentu sesuai
terhadap permasalahan yang dihadapt dan informasi dari masyarakat
maupun LSM tersebut belum tentu benar, untuk itu dipertukan kerja keras
anggota Dewan untuk aktif mencari sumber informasi lain yang lebih tepat
dan akurat sehingga intensitas dalam menyerap informasi yang belum
relevan dan belum memadai tersebut akan dapat mempengaruhi kinerja
anggota Dewan dalam memahami hakekat masyarakat dan badan legislatif
yaitu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai fungsi
legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran.

3) Kualitas Anggota Legeslatif (SDM)
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Menyangkut masalah sumber daya manusia anggota DPRK Aceh
Tengah berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan anggota DPRK
maupun Pemerintah Daerah, secara umum dapat dikatakan masih rendah.
Hal ini akan diukur dari latar belakang pendidikan dan pengalaman
dibidang organisasi, politik dan pemerintahan.

Salah satu tujuan pendidikan adalah menjawab tantangan sosial,
ekonomi dan keadilan. Dalam presfektif ini pendidikan diarahkan
menyiapkan orang untuk bisa mengenali dan menjelaskan masalah-
masalah yang menghasilkan jawaban-jawaban yang mendasarkan pada
etika. Pada hakikatnya pendidikan adalah pelibatan politik. Dalam konteks
ini peserta didik diarahkan untuk berkembang menjadi warga negara yang
memiliki komitmen pada nilai-nilai demokratis, yakni mampu dan
berpartisipasi dalam proses sosial, politik dan ekonomi. Oleh karena itu
perolehan pengetahuan dan keterampitan bukan untuk kepentingan dirinya
sendiri dan bukan demi ilmu pengetahuan itu sendin tetapi untuk
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang telah
dikatakan oleh informan ketua komisi D DPRK (SL) bahwa :

“Secara umum sumber daya manusia ditinjau dari tingkat pendidikan
dan pengalaman di bidang organisasi, politik dan pemerintahan tidak
mendukung, dari segi tingkat pendidikan dari sebagian anggota DPRK
masih ada berpendidikan SLTA Paket C” (23 Maret 2018)

Senada dengan hal tersebut di atas dikatakan pula oleh informan dan
Eksekutif (ZZ)} bahwa :

“Sumber daya manusia DPRK memperhatinkan, karena masih ada
yang lulusan SLTP walaupun setelah itu mereka giat mencari dan berusaha
menyesuaikan pendidikan, walaupun demikian pola dan alur pikir mereka

tidak bisa dipungkiri bahwa mereka belum mampu untuk profesi itu”. (24
Maret 2018)
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Sebagaimana dari kedua penjelasan tersebut di atas, maka tingkat
pendidikan anggota DPRK Aceh Tengah akan diukur dari
a) Latar belakang pendidikan

Dalam biografi data para anggota menunjukkan bahwa sebagian besar
anggota DPRK mengenyam pendidikan SLTA vaita sebanyak 15 orang
(50%) anggota, pendidikan D3 1 orang (3%) dan sebanyak 12 orang
(40%) anggota Sarjana serta S2 sebanyak 2 orang (7%) anggota. Kenyataan
tersebut di atas menunjukkan bahwa keadaan tingkat pendidikan formal
anggota DPRK Aceh Tengah bisa dikatakan cukup baik karena (50%)
telah mengenyam pendidikan sarajana, tinggal cara mereka merangkul
anggota yang hanya tamatan SLTA saja yang periu dipertanyakan.
Masyarakat yang berpendidikan tinggi tidak/belum tertarik dan
mempunyai kesempatan untuk terjun ke dunia Politik praktis, terutama
masuk ke dalam Partai Politik. Dengan tingkat pendidikan yang lebih
rendah dari pada apa yang dimiliki oleh pihak Eksekutif, maka secara riel
adalah sulit bagi anggota untuk bersaing dengan patnernya tersebut.
Padahal pada masalah-masalah tertentu (misalnya pembahasan anggaran,
keputusan, kebijakan dan sebagainya), latar belakang yang cukup sangat
mendukung kemampuan anggota dalam membuat alternatif yang lebih
baik.Sejumlah informan yang diwawancarai juga mengatakan bahwa
selain pendidikan formal yang sangat mendukung kemampuan anggota
dalam melaksanakan fungsinya, diperlukan ketekunan anggota untuk
menambah pengetahuannya melalui bimbingan teknis, pelatihan dan

informasi melalut internet, buku dan media massa. Bentuk pendidikan
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yang juga mendukung peran anggote DPRK adalah pendidikan non formal
yaitu melalui bimbingan teknis dan pelatihan baik sesudah dan sebelum
menjadi anggota DPRK.

Dengan demikian, apabila tingkat pendidikan dijadikan sebagai
indjkator mengenai tingkat pemahaman anggota legislatif terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat, maka dapat
disimpulkan bahwa secara umum anggota dewan yang memiliki tingkat
pendidikan yang lebih tinggi akan lebih memahami teknis dan mekanisme
badan legislatif serta aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Apabila
hubungan antara pendidikan dengan kemampuan anggota legislatif
tersebut merupakan kenyataan, maka dapat dimengerti bahwa semakin
tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula kemampuan anggota dalam
memahami hakekat masyarakat dan badan legislatif.

b) Pengalaman Di Bidang Organisasi, Politik Dan Pemenntahan

Bentuk pendidikan informal yang berhubungan erat dengan dunia
Politik praktis adalah masa kerja dan pengalaman, karena melalui masa
kerja dan pengalaman ini diharapkan anggota DPRK dapat lebih tanggap
memahami permasalahan yang dihadapi. Pada kenyataannya terdapat 9
orang (30%) yang pernah menjadi anggota dewan pada priode
sebelumnya, 12 orang (40%) berpengalaman dibidang kontraktor, 2 orang
(6,5%) pedagang, 2 orang (6,5%) tokoh masyarakat, berpengalaman
sebagai pengusaha ada 4 orang (13%) dan ! orang (3,5%) pernah

menjadi karyawan. Sumber : Sekretariat DPRK Kabupaten Aceh Tengah.
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Dengan demikian, apabila tingkat pendidikan non formal dijadikan
sebagai indikator mengenai tingkat pemahaman anggota legislatif terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Maka dapat
disimpulkan babwa secara umum anggota dewan yang memiliki tingkat
pendidikan non formal yang dibekali dari partainya masing-masing
anggota, baik mengenat jenis dan lamanya pendidikan non formal
berlangsung serta sikap anggota Dewan dalam mempergunakan
pendidikan non formal tersebut melalui praktek dilapangan khususnya
dalam melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat, akan lebih
memahami teknis dan mekanisme badan legislatif serta aspirasi
masyarakat yang diwakilinya. Apabila hubungan antara pendidikan non
formal dengan kemampuan anggota legslatif tersebut merupakan
kenyataan, maka dapat dimengerti bahwa semakin sering dibekali
pendidikan non formal semakin tinggi pula kemampuan anggota dalam
memahami hakekat masyarakat dan badan legisiatif.

Pemaparan di sini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota DPRK
cenderung termasuk tipe partisipan karena mereka merasa lebih terkait
kepada orpanisasi politik yang mencalonkan dan mengorganisir dukungan
untuk mereka (60%) anggota. Jumlah anggota DPRK yang bertipe
partisipan ini merata diseluruh Fraksi.

Disamping pendidikan formal, semua anggota legislatif daemsh jupa
dibekali dengan pendidikan non formal yaitu melalm kursus-kursus,
pelatihan-pelatihan dan kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh

partainya masing-masing. Pendidikan non formal ini dapat menunjang
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anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya teriebih
lagi bagi anggota Dewan yang memiliki pendidikan formal yang terbatas,
sehingga harus dilengkapi dengan pendidikan non formal yang memadai.
Kenyataan yang terjadi kinerja DPRK yang dihasilkan masih rendah baik
dari aspek akuntabilitas, responsivitas dan efektifitasnya dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fungsi legislasi, pengawasan
dan fungsi anggaran. Salah satu Informan LSM  Aceh Tengah
mengatakan latar belakang pendidikan dan pengalaman masing-masing
anggota sangat beragam sehingga diperfukan menajemen yang lebih
optimal dalam pengambilan keputusan. Banyak keputusan-keputusan
strategis di bidang pemerintahan dan keuangan yang tidak dimengerti oleh
sebahagian anggota dewan. Hal ini berdampak pada tidak maksimalnya
produk Qanun yang dihasilkan.
b. Faktor Eksternal
Selain fator internal faktor eksternal juga salah satu faktor yang
mempengaruhi kinerja anggota DPRK, hal ini dapat ditinjau dari dua faktor yakni
pertama adalah mekanisme sistern pemilu dan yang kedua adalah kedudukan
Eksekutif dan Legeslatif.
1) Mekanisme Sistem Pemilu
Sistem Pemilu yang kita anut, sebénamya sudah sangat memadai untuk
mendapatkan wakil rakyat yang representatif, namun mekanisme pelaksanaan
sistem perwakilan berimbang dengan daftar yang kita anut, telah banyak

memunculkan tokoh-tokoh masyarakat karbitan. Pengguna vofe getter yang
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dikenal sclama ini, telah membuka kemungkinan bagi munculnya tokoh yang
sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat.

Hal ini terjadi juga di Kabupaten Aceh Tengah beberapa anggota dewan
bukan merupakan kader partai melainkan tokoh masyarakat yang sudah
dikenal oleh masyarakat banyak, yang kemudian direkrut oleh partai politik
untuk dijadikan calon legeslatif di Kabupaten Aceh Tengah, sementara itu
para kader partai di jadikan calon pendongkrak suara untuk calon inkamben
tersebut. Tentunya hal ini berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan
kebijakan karena dalam pelaksanaan sebagai anggota dewan para inkamben
perlu menyesuaikan diri dengan keadaaan di dalam lembaga sekaligus partai,
seperti diibaratkan sambil menyelam minum air, sehingga kinerja yang
dilaksanakan menjadi kurang maksimal. Karena mempertimbang dua sisi
sekaligus dengan pengalaman yang juga dianggap baru. Sehingga yang terjadi
adalah penyesuaian ini baru seimbang ketika para anggota dewan yang
berasal dari inkamben berada pada akhir jabatannya sebagai angota dewan
selesai.

2) Kedudukan Eksekutif dan Legeslatif

Dalam faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja diantaranya juga adalah
kedudukan eksekutif dan legeslatif faktor ini merupakan hak dan kewajiban
serta tugas fungsi, sesuai dengan undang-undang yang berlaku anggota dewan
mempunyai fungsi sebagai pengawasan, anggaran, serta pembuat peraturarn/
ganun kabupaten. Dalam hal ini setiap kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif
harus sudah diketahui oleh para legeslatif dan diberitahukan melalui sidang

paripuma setiap tahunnya, baik anggaran yang perlukan, tujuan kegiatan
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ditakukan serta manfaat yang diterima oleh masyarakat. Kemudian kegiatan
eksekutif ini juga harus dipertanggungjawabkan kembali oleh pihak
eksekutif,
Dalam pelaksanaannya dilapangan terkadang tidak sesuai dengan apa yang
dilaporkan pada saat sidang paripurna dilaksanakan.
Ketika kami melakukan reses kedaerah terpincil di kabupaten Aceh
Tengah, di Kampung Pamar Kecamatan Rusip Antara kami
melakukan reses ke salah satu sekolah, dalam pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar disekolah tersebut hanya ada satu guru yang
mengajar dengan status honorer, kemudian di kecamatan Celala
kami melakukan reses pada pusat Kesehatan masyarakat
{(Puskesmas) juga demikian adanya kami tidak menemukan satu
orang dokter pun pada puskesmas tersebut, hal ini sudah kami
beritahukan pada pihak eksekutif dalam hal ini adalah Dinas

Pendidikan dan Dinas Kesehatan namun sampai saat ini belum ada
respon terhadap keadaan tersebut, (salah satu anggota DPRK Aceh

Tengah)

Dar hasil wawancara diatas dapat di ambil suatu pelajaran dimana
ketika anggota dewan telah melaksankan salah satu fungsinya, sebagai
pengawas pthak eksekutif sepenubnya pengambilan kebijakan atau yang
melakukan eksekusi berada ditangan eksekutif, anggota dewan hanya bisa
menegur dan mengawasi setiap tindakan eksekutif yang tidak berkenan
dan tidak sesuai dengan peraturan sebapgai aparatur pemerintahan yang
bertugas sebagai abdi masyarakat, kemudian dari sisi lain hasil
wanwancara ini dapat diambil juga satu kesimpulan lagi, pada dasamnya
eksekutif dan legeslatif adalah patner dalam menjalankan roda pemerintah
tapi kenyataannya malah kebalikannya, dari permasalahan di atas pihak
eksekutif sama sekali tidak memberikan respon terhadap teguran dari

anggota dewan hal ini membuktikan bahwasannya pihak legeslatif tidak
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lagi dijadikan patner melainkan hanya seperti anggota lembaga
kemasyarakatan biasa saja yang berkoar-koar membela hak masyarakat
biasa, tidak menutup kemungkinan anggota legeslatif dijadikan saingan
eksekutif.

Uraian diatas juga memperjelas kinerja anggota dewan sangat
dipengaruhi oleh keputusan dan eksekusi dari eksekutif. Dengan kata lain
apabila setiap teguran yang disampaikan oleh anggota dewan dilaksanakan
oleh eksekutif maka terlihatlah kinerja anggota DPRK tersebut, eksekutif
dalam hal ini adalah Bupati Aceh Tengah dan sebagai pelaksananya adalah

SKPK terkait yang membidanginya.

C. Pembahasan

Analisis kinerja DPRK Aceh Tengah yang dilihat dan aspek Akuntabilitas,
Responsivitas dan Efektifitas. Kajian tentang kinerja lembaga legislatif daerah
kaitannya dengan peran yang diembannya memiliki nilai yang strategis, sehingga
informasi tentang kinerja lembaga ini menjadi penting untuk diketahui. Untuk
melakukan penilaian terhadap kinerja suatu organisasi, maka diperlukan indikator
baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Pada tataran ini indikator menggambarkan tingkat pencapaian atau tujuan yang
telah ditetapkan, baik dalam konteks perencanaan, pelaksanaan maupun setelah
kegiatan selesai. Schubungan dengan hal tersebut, maka indikator yang digunakan
dalam penelitian terhadap kinerja lembaga legislatif dalam studi kasus kinerja
DPRK Aceh Tengah adalah Akuntabilitas, diukur : Apakah dari pelaksanaan

kegiatan DPRK dan kebijakannya teleh sesuai dengan fungsi dan wewenangnya
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dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Responsivitas, diukur:
Seberapa jauh anggota DPRK tanggap dan bisa memahami kondisi yang
berkembang dan apa yang menjadi preoritas untuk ditangani sesuai dengan
aspirasi maSyarakat. Efektifitas diukur: Apakah tujuan, rencana dan program dari
lembaga DPRK sebagai penyambung aspirasi masyarakat dapat melaksanakan
fungsinya.
1. Analisis Kinerja DPRK Aceh Tengah dari Aspek Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus
dapat mempertangpungjawabkan  kebijaksanaan yang hendak dan telah
ditempuhnya. Dalam konteks Indonesia, konsep akuntabilitas publik dapat
digunakan untuk melihat seberapa besar kebijaksanaan dan kegiatan organisasi
publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Akuntabilitas disim
akan diukur dan seberapa besar kegiatan DPRK dan kebijakannya telah sesuai
dengan fungsi, tugas dan wewenangnya konsisten dengan kehendak masyarakat
dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Lintasgayo.Co dengan
judul berita “Angpota DPRK Aceh Tengah Layaknya Anak TK?” (06/21/2017)
Dari isi berita media Online LintasGayo.co tersebut diatas dapat diambil
kesimpulan bahwasannya anggota DPRK Aceh Tengah masih belum dapat
mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi tufoksinya serta belum
mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah disahkan baik secara
hukum, pengelolaan organisasi, program, kebijakan lembaga serta finansial bila
ditinjau dari secara rinci melalui teori dimensi akuntabilitas yang diungkapkan
oleb Syahrudin Rasul (2002:11), maka dapat dikatakan anggota DPRK Acch

Tengah masih belum memenuhi dimensi Akuntabilitas karena tidak dapat
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mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah disahkan baik secara
hukum, pengelolaan organisasi, program, kebijakan lembaga serta finansial,
“Dalam pelaksanaan sidang anggota DPRK Aceh Tengah sering sekali

mangkir atau tidak hadir dengan berbagai macam alasan” hal ini diungkapkan
oleh DW salah satu ASN di Sekretariat DPRK Aceh Tengah. Hasil wawancara ini
menyatakan bahwasannya anggota DPRK Aceh Tengah belum dapat melakukan
pengelolaan organisasi secara efektif dan efesien DPRK Aceh Tengah juga belum
dikatakan Akuntabilitas karena masih bertentangan dengan teor dimensi
Akuntabilitas yang diungkapkan Syahrudin Rasul (2002:11).
Karena itu dilihat dari dimensi ini, kinerja organisasi publik tidak bisa hanya
dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau
pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaliknya harus dinilai dari ukuran
eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
Suatu kegiatan organisasi memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu
dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam
masyarakat

Sedangkan dalam organisasi publik, masih sulit untuk menentukan kriteria
kinerja yang sesuai. Bila ditinjau dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi
publik adalah untuk memenuhi dan melindungi kepentingan publik, maka kinerja
organisasi publik dapat dikatakan berhasil apabila mampu mewujudkan tujuan
dan misinya dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan publik tersebut.
Kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik sebagian muncul karena
tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga

bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh
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lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders organisasi
publik seringkali memilikt kepentingan yang berbenturan antara satu dengan yang
lain.

Seperti diketahui bahwa harapan, tujuan dan misi utama kehadiran organisasi
publik adalah untuk memenuhi dan melindungi kepentingan publik. Namun
demikian masih terdapat keanekaragaman indikator keberhasilan kinerja
organisasi publik. Akibat masih sulitnya menentukan kriteria kinerja organisasi
publik maka organisasi publik dikatakan dapat berhasil apabila mampu
mewujudkan tujuan dan misinya dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan
publik itu sendiri. kebijakan yang telah dihasilkan DPRK belum mampu
menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat.

Agus Dwivanto (1995) mengemukakan bahwa: Dalam konteks Indonesia,
konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar
kebijaksanaan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak
masyarakat banyak. Karena itu dilihat dari dimenst ini, kinerja organisasi publik
tidak bisa hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi
publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaliknya harus dinilai
dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam
masyarakat. Suatu kepiatan organisasi memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau
kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang
dalam masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa dalam akuntabilitas pelaksanaan
fungsi DPRK masih rendah, Hal ini dapat dilihat dari segi kegiatan DPRK serta

kebijakannya belum ada yang nampak sesuai dengan fungsi, tugas dan
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wewenangnya, apalagi konsisten dengan kehendak masyarakat. Dengan kata lain
dapat disebutkan bahwa akuntabilitas DPRK Aceh Tengah terhadap masyarakat
belum berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat jelas bahwa kinerja lembaga
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah sangat lamban. Timbulnya
konflik pertanahan yang terjadi di Paya llang membuktikan hal tersebut. Berkali-
kali Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah turun untuk memetakan
persoalan yang terjad: tapi hasilnya hingga saat ini belum diumumkan kepada
publik sehingga muncul kecurigaan terhadap lembaga legistatif tersebut.

2. Analisis Kinerja DPRK Aceh Tengah dari Aspek Responsivitas

Responsivitas diukur dari kemampuan DPRK Aceh Tengah untuk lebih
tanggap dan bisa memahami kondisi yang berkembang dan apa yang menjadi
prioritas unfuk ditangani sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sedang
berkembang. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator karena secara
langsung kemampuan anggota DPRK dalam menjalankan misi dan tujuan yang
diembannya, khususnya lembaga legislatif yang mampu menjembatani perbedaan
kepentingan antara sesama kelompok masyarakat atau antara kelompok tersebut
dengan Pemerintah Daerah.

Dalam oprasionalisasinya, responsivitas lembaga legislatif dijabarkan
melalui adanya beberapa keluhan masyarakat, sikap anggota Dewan dalam
merespon keluhan masyarakat serta penggunaan keluhan masyarakat sebagai
referensi bagi penyusunan kebijakan dan langkah perbaikan dimasa mendatang.
Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat merupakan indikator yang

memperlihatkan bahwa fungsi perwakilan yang diemban oleh lembaga legisiatif
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daerah belum maksimal dengan harapan masyarakat. media online Toskomi.com
menulis berita dengan judul “3 Kepala keluarga di Ketapang mendiami kandang
Sapi, karena belum mendapatkan rumah dari pemerintah” yang dimuat pada
10/6/2017

Dari kutipan berita yang dimuat oleh Toskomi.com tersebut bahwasannya
anggota DPRK Aceh Tengah sama sekali belum merespon kejadian yang
menimpa beberapa keluarga yang ada di Ketapang, padahal menurut Undang-
undang repubiik Indohesia Nomor 17 Tahun 2014 salah sato fungsi Anggota
DPRK adalah mengawasi kebijakan pemerintah daerah, namun hal ini berbanding
terbalik dengan apa yang terjadi dilapangan, bila ditinjau melalui teori dimensi
responsivitas yang dikemukakan oleh Zeithmal dkk (1990) dalam Hardiyansyah
(2011,46) sikap anggota DPRK Aceh Tengah belum memenuhi dimensi
Resvonsivitas, dengan kata lain tidak merespon keluhan masyarakat Aceh Tengah
yang ada di wilayah Ketapang tersebut.

Agus Dwiyanto dan Baveola Kusumasari {2001 : 2) mengemukakan
tentang pentingnya responsivitas dalam hubungannya dengan penilian kinerja
yaitu: Dalam kaitannya dengan penilaian kinerja pelayanan publik, responsivitas
sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bentuk
kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun
agenda, memperiontaskan pelayanan dan mengembangkan program-program
pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat™.

Berdasarkan hasil temuan di Kabupaten Aceh Tengah mengenai kemampuan
anggota DPRK dalam merespon kondisi yang berkembang dan apa yang menjadi

prioritas pekerjaannya sesuai dengan aspirasi masyarakat belum optimal. Hal ini
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dapat dilihat dari adanya pertemuan-pertemuan oleh DPRK secara resmi dalam
menampung aspirasi masyarakat dengan melakukan reses pada daerah pemilihan
basis suara saja. Pengakuan ini disampaikan oleh beberapa informan saat kami
lakukan wawancara, dari hasil wawancara ini menyatakan respon yang dilakukan
oleh anggota DPRK Aceh Tengah dalam menyerap aspirasi masyarakat masih
rendah, hal ini terlihat dari beberapa cara yang dilakukan untuk menyerap
keinginan masyarakat hanya di daerah basis svara saja belum menyeluruh
kedaerah dapilnya.

Hal im1 sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwono Anwar WS
Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Fakuitas Imu
Sosial dan Timu Politik Universitas Lampung (2016) melakukan penelitian
terhadap analisis kinerja DPRD (Studi Kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang
Periode Tahun (2009-2014). Dengan Tujuan penelitian untuk mengetahui,
mendeskripsikan dan menganalisis kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang
serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut, baik faktor pendukung
dan faktor penghambat. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur
kinerja yaitu produktivitas, responsivitas dan akuntanbilitas. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriftif. Hasil penelitian bahwa
kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan fungsinya belum
secara optimal.

Persoalan yang terjadi hari ini di Ketapang membuktikan betapa lemahnya
kinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah. Badan

Pemeriksa Keuangan telah mengendus adanya potensi kerugian Negara yang
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terjadi akan tetapi DPRK Aceh Tengah melalui hak lembaganya tidak pernah
meminta keterangan pemerintah akan temuan tersebut.
3. Analisis Kinerja DPRK Aceh Tengah dari Aspek Efektifitas

Efektifitas dari kinerja DPRK dapat dilihat dari seberapa jauh mereka dapat
melaksanakan fungsinya dalam hal legislasi, pengawasan dan anggaran. Legislasi
vaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah/Qanun bersama-sama
Pemertntah Daerah, Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah/Qanun, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten
(APBK) serta Keputusan Kepala Daerah, dan menampung aspirasi masyarakat
yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang ditertima dari masyarakat kepada
pejabat dan instansi yang berwenang. Menurut Ravianto (1989) efektifitas adalah
scberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejach mana orang menghasilkan
keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu
pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya
maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah pasal 365 DPRD Kabupaten/kota Mempunyai fungsi Legislasi,
anggaran, dan pengawasan.

Fungsi legislasi merupakan kewenangan membentuk Qanun/Perda.
Implementasi fungsi ini baik DPRK maupun Kepala Daerah diberi hak untuk
mengajukan rancangan Qanun/Perda guna dibahas dan mendapatkan persetujuan
bersama antara DPRK dan Kepala Daerah. Dalam prakteknya sangat jarang

ditemui DPRK menggunakan hak inisiatifniya mengajukan usul Rencana Qanun
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sebagai bentuk tanggungjawabnya mewakili rakyat menata kehidupan berséma
dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Schingga dapat dikatakan dalam
menjalankan fungsi legislasi ini anggota dewan masih kurang efektif,

Fungsi anggaran merupakan kewenangan DPPK untuk menetapkan Qanun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten APBK bersama Kepala Daerah
untuk mendapatkan persetujuan bersama sehingga melahirkan produk dalam
bentuk APBK. Fungsi ini merupakan bagian dari kebijakan publik yang di desain
dalam bentuk program-program pembangunan dengan pembiayaaan APBK yang
diarahkan dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat di daerah.
Namun dalam pengesahan APBK masih ada anggaran yang tidak tepat sasaran
atau melenceng dari kebutuhan masyarakat hal ini disebabkan karena kurangnya
peran serta anggota DPRK dalam mengesahkannya.

Fungsi pengawasan adalah kewenangan untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang
dilaksanakan pemerintah daerah. Dilthat dan fungsi kepengawasan anggota
DPRK Aceh Tengah, sejauh ini sudah berusaha dengan baik, seperti halnya kasus
pendidikan dan kesehatan di Aceh Tengah, para anggota DPRK telah melakukan
kunjungan langsung pada setiap pusat layanan kesehatan dan sekolah terpincil,
terdapat masih adanya kejanggalan seperti penempatan tenaga kesehatan dan
tenaga pengajar. Tenaga pengajar yang ada disekolah terpencil sebagian besar
hanya berstatuskan bakti dan honor, hal ini telah disampaikan kepada SKPK
terkait dengan melakukan musyawarah bersama dengan cara mengundang kepala
SKPK langsung ke DPRK Aceh Tengah, sepenuhnya permasalahan ini telah kami

sampaikan pada SKPK terkait karena wewenag sebagai anggota hanya sebatas
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pengawasan saja. Sedangkan eksekusi sepenuhnya ditangan kepala SKPK”.
Begitu juga dengan tenaga dan fasilitas keschatan, Aceh Tengah tidak dapat
mengimbangi fasilitas yang diterapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI, hal
ini disebabkan oleh keterbatasan Anggaran yang ada, namun anggota DPRK Aceh
Tengah sudah berusaha semampunya untuk mewujudkan hal tersebut. Walaupun
hasilnya masih tidak sesuai dengan harapan kita semua. Ketika fungsi
pengawasan dilaksanakan dengan baik namun tidak sejalan dengan fungsi-fungsi
lainnya seperti legeslasi dan anggaran hal imi terlihatnya dari minimnya
qanun/Perda yang dihasilkan oleh anggota DPRK Aceh Tengah dan masih adanya
penggunaan anggaran oleh pemerintah yang tidak tepat sasaran terhadap
kepentingan rakyat membuat fungst anggaran DPRK masih kurang efektif.

Bila dikaitkan dengan masa reses anggota DPRK Aceh Tengah yang kurang
dari seminggu tentu kita dapat menyimpulkan bahwa aspirasi yang dijaring tidak
maksimal. Belum lagi terindikasi beberapa anggota dewan hanya mengunjungi
basis konstituennya dan menjaring aspirasi di tempat tersebut sehingga
ketimpangan pembangunan tetap terus terjadi.

Tabel 4.11 menjelaskan bahwa anggota DPRK Aceh Tengah telah
menampung beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat yang ada dalam
daerah pemilihannya dan sesuai dengan komisi yang membidanginya. Dari
keterangan tabel 4.11 ini juga dapat kita ambil kesimpulan hampir setiap komisi
memiliki masalah masing-masing terkesan tidak ada permasalahan yang sudah
terselesaikan. Hampir tidak adanya strateg: serta proses analisis dan perumusan
kebijakan yang mantab berkaitan dengan permasalahan yang telah dilaporkan

pada masing-masing komis{, disusul dengan belum adanya perencanaan,
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penyusunan program yang tepat serta belum ada pelaksanaan yang efektif dan
efesien terkait dengan permasalahan yang dilaporkan tersebut pada tabel 4.9, hal
int menyatakan bahwasannya anggota DPRK Aceh Tengah belum Efektif dalam
menjalankan fungsinya sebagai angpota DPRK Aceh Tengah,

Belum optimalnya Efektifitas kinerja DPRK Aceh Tengah ini sesuai dengan
apa yang telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya adalah Anwar
WS (2016). Hasil penelitian bahwa kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang
dalam melaksanakan fungsinya belum secara optimal dengan indikator
akumtabilitas, responsibilitas dan efektifitas melalui ganun yang dihasilkan

lembaga itu.
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. DPRK Aceh Tengah hingga saat ini sudah menunjukkan kinerjanya namun
kinerja yang dihasilkan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator
akuntabilitas, responsivitas dan efektifitas.

a. Akuntabilitas, anggota DPRK Aceh Tengah masih belum dapat
mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi tufoksinya serta
belum mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah disahkan
baik secara hukum, pengelolaan organisasi, program, kebijakan lembaga
serta finansial bila ditinjau dari teori dimensi akuntabilitas.

b. Responsivitas, DPRK Aceh Tengah sama sekali belum merespon
kejadian yang menimpa masyarakat, padahal menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 salah satu fungsi Anggota
DPRK adalah mengawasi kebijakan pemerintah daerah, namun hal ini
berbanding terbalik denpan apa yang terjadi dilapangan, bila ditinjau
melalui teori dimensi responsivitas yakni penggunaan keluhan dari
masyarakat sebapai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan
pada masa mendatang dan belum adanya tindakan DPRK Aceh Tengah
yang memberkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

c. Efektifitas dan kinerja DPRK Aceh Tengah juga masih rendah, hampir
disetiap komisi memiliki masalah schingga terkesan tidak ada
permasalahan yang dapat terselesaikan. Tidak adanya strategi serta

proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan
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permasalahan yang telah dilaporkan pada masing-masing komisi,
disusul dengan belum adanya perencanaan, penyusunan program yang
tepat serta belum ada pelaksanaan yang efektif dan efesien terkait

dengan permasalahan yang dilaporkan tersebut.

2. Rendahnya kinerja DPRK Aceh Tengah dipengaruhi oleh :

a. Faktor Internal
1) Peraturan Tata Tertib. Faktor yang mempengaruhi kinerja anggota
DPRK ini diakibatkan oleh peraturan terialu detail sehingga menjerat
anggota dewan dalam menetapkan keputusan, dimana harus menunggu
kehadiran para anggota dewan yang lain minimal 2/3 anggota untuk
menetapkan suatu keputusan.
2) Data & Informasi. Informast adalah data yang tersusun sedemikian
rupa schingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikemukakan
pada sescorang yang akan menggunakannya untuk membuat suatu
keputusan, Informasi yang salah bisa menyesatkan, kita bisa salah
mengambil sikap, salah menganalisa schingga salah pula dalam
mengambil keputusan
3) Kualitas Anggota Legeslatif (SDM). Secara umum dapat dikatzkan
masih rendah. Hal ini akan diukur dari latar belakang pendidikan dan
pengalaman dibidang organisasi, politik dan pemerintahan.

b. Faktor eksternal
1) Mekanisme Sistim Pemilu. Membuka kemungkinan bagi munculnya

tokoh yang sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat.
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2) Kedudukan Eksekutif dan Legeslatif. Kinerja anggota dewan sangat
dipengaruhi oleh keputusan dari eksekutif. Dengan kata lain apabila
setiap teguran yang disampaikan oleh anggota dewan dilaksanakan oleh
eksekutif maka terlihatlah kinerja anggota DPRK tersebut, eksekutif
dalam hal ini adalah Bupati Aceh Tengah dan sebagai pelaksananya

adalah SKPK terkait yang membidanginya.

B. Saran

1. Dalam rangka peningkatan kinerja Lembaga Legislatif Daerah khususnya
kinerja DPRK Aceh Tengah, ditinjau dan faktor akuntabilitas, responsivitas
dan efektifitasnya periu diadakan yakni ;

a. Anggota legislatif harus memiliki sarana atau media petanggungjawaban
yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat sehingga setiap persoalan
yang sedang dibahas dan ditangani oleh legislatif dapat diikuti
perkembangannya oleh masyarakat sehingga tidak ada timbul kecurigaan
di kalangan masyarakat.

b. Melakukan pengawasan yang maksimal dan merekrut tenaga ahli yang
mumpumi untuk dapat melihat setiap potensi pelanggaran yang
dilakukan oleh eksekutif termasuk potensi kerugian negara.

¢. Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat hendaknya DPRK Aceh
Tengah lebih cemat dan membagi waktu yang cukup serta
memperhatikan seluruh tingkatan konstituennya sehingga tidak terjadi

perbedaan kebijakan.
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2. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kinerja Lembaga DPRK Aceh Tengah
a. Faktor Intemal
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah terlebih
dahulu mempelajari serta mengkaji ulang apa yang telah disepakati bersama
seperti peraturan tata tertib agar bisa melaksanakan tugas dan fungsi yang
sesuat dengan harapan masyarakat. Anggota DPRK Aceh Tengah perlu
memiliki staf ahli khusus untuk mempelajari setiap informasi yang ada
dimasyarakat agar dalam pengambilan keputusan tidak ada pihak yang
dirugikan dan pro kepada rakyat banyak dan wajib menyediakan akses
teknologi saluran aspirasi sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat
dalam setiap pengambilan keputusan. Untuk menjawab setiap persoalan
yvang dihadapi secara kompleks maka sudah saatnya anggota dewan
menjalani pendidikan dan pelatihan. Bila perlu setiap anggota dewan
memiliki tim ahli yang mampu merumuskan dan mengidentifikasi
permasalahan yang timbul sehingga kualitas dan kuantitas kebijakan lebth
maksimal.
b. Faktor Ekstemal
Anggota DPRK Aceh Tengah harus menyadari betul bahwa mereka dipilih
olch rakyat, jadi apapun kebijakan dan keputusan yang berdampak kepada
kerugian rakyat, harus segera diambil tindakan. Hal ini dilakukan agar
rakyat selalu merasa dilindungi oleh wakilnya dalam hal ini adalah anggota
DPRK Aceh Tengah, walaupun keputusan dan eksekusi sepenuhnya berada

ditangan pihak eksekutif (kepala daerah).
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
a. Akuntabilitas
1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban DPRK mengenai pelaksanaan
fungsinya kepada masyarakat ?
b. Responsivitas
1. Upaya apa yang dilakukan DPRK untuk mengetahui kebutuhan
masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan yang
dihasitkan ?
2. Apa vyang melatarl;elakangi pembuatan Peraturan Daerah/Qanun,
Keputusan Daerah dan kebijakan lainnya ?
3. Bagaimana tanggapan dan respon masyarakat selama 1ini terhadap
pelaksanaan fungsi DPRK ?
c. Efektifitas
1. Sejauhmana pelaksanaan fungsi DPRK dapat menjembatani tuntutan dan
kehendak rakyat ?
2. Bagaimana proses pembuatan Peraturan Daerah/Qanun, apakah

melibatkan peran serta masyarakat ?

B. Kelembagaan (Organisasi)
1. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam pelaksanaan

sidang-sidang DPRX ?
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2. Salah satu tugas DPRK adalah meningkatkan kualitas, kemampuan,
efisiensi dan efekfifitas kerja anggota dan bagaimana hal tersebut
dilaksanakan ?

3. Seberapa besar pengaruh struktur DPRK terhadap proses pengambilan
kebijakan ?

4. Langkah apa yang ditempuh jika dalam pembahasan suatu Peraturan
Dacrah/Qanun terjadi kebuntuan 7

5. Seberapa jaub dan apa yang menjadi kewenangan Ketua, Sekretaris dan
anggota DPRK ?

6. Bagaimana pembagian kewenangan tersebut ?

7. Apakah tata terttb DPRK sudah mampu mengimbangi kepentingan

berbagai pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan ?

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Seberapa besar pengarch latar belakang pendidikan anggota
mempengaruhi keberhasilan DPRK dalam membuat kebijakan ?

2. Seberapa besar penagaruh latar belakang pendidikan anggota
mempengaruhi kinerja DPRK dalam pelaksanaan fungsi DPRK ?

3. Seberapa besar pengaruh pengalaman anggota mempengaruhi
keberhasitan DPRK dalam pelaksanaan fungsinya ?

4. Apakah secara keseluruhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada
cukup mendukung kinerja DPRK ?

5. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM) DPRK ?
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D. Informasi

1. Dari mana DPRK memperoleh informasi yang diperlukan dalam
pelaksanaan fungsi DPRK (sumber informasi) 7

2. Dengan cara apa DPRK memperoleh informasi yang diperlukan ?

3. Apakah anggota DPRK membuat jaringan informasi dalam rangka
mencari input untuk memhuat kebijakan dan keputusan dalam
pelaksanaan fungsi DPRK ?

4. Seperti apakah keterbukaan DPRK dalam menerima informasi dari
masyarakat ?

5. Bagaimana DPRK memperoses atau menindak lanjuti informasi yang
masuk ?

6. Bagaimana DPRK menyeleksi informasi yang ada sehingga dalam
pembuatan keputusan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas benar-benar
berdasarkan informasi yang relevan dan akurat ?

7. Seberapa besar intensitas DPRK dalam menyerap aspirasi masyarakat 7

8. Apa yang dilakukan DPRK dalam wmemberikan informasi kepada
masyarakat dalam pembahasan Peraturan Daerah ?

9. Sebarapa jach pengaruh Kepala Daerah dan perangkat-perangkatnya
dalam memutuskan sesuatu Peraturan Daerah atau kebijakan yang

diambil ?

E. Eksekutif (Pemerintah Daerah)
1. Bagaimanakah menurut Bapak Kinerja DPRK secara umum dilihat dan
pelaksanaan fungsi-fungsinya ?

2. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan DPRK saat ini ?
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3. Bagmiman pendapat Bapak tentang kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) DPRK perniode sekarang ?

4. Bagaimana hubungan antara DPRK dan Pemerintah Daerah ?

5. Menurut Bapak apakah dalam pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan

fungsi DPRK sudah cukup aspiratif dan akomuditif ?

F. Kelompok Masyarakat

1. Bagatmanakah secara umum kinerja DPRK dilihat dari pelaksanaan
fungsi-fungsinya ?

2. Apakah kebijakan yang telah dihasilkan DPRK sudah mampu
menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat ?

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana respon DPRK terhadap aspirasi yang
disampaikan oleh masyarakat 7

4. Apakah kebijakan yang dibuat DPRK sudah sesuai dengan kebutuhan
dan kepentingan masyarakat ?

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengena: keterbukaan DPRK kepada
masyarakat tentang berbagai kegiatan atau pembahasan yang sedang
dilakukan ?

6. Bagaimana sikap DPRK terhadap berbagai kritik dart masyarakat ?

7. Menurut Bapak/lbu apakah masyarakat telah dilibatkan dalam setiap
pembahasan kebijakan menyangkut publik ?

8. Menurut Bapak/Ibu apakah forum yang dibuka DPRK dalam rangka
menyerap informasi masyarakat telah cukup efektif 7

9. Bagaimana akses informasi DPRK kepada masyarakat ?
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan Zulkarnaen, SE, MSP

NIP

labatan Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah

Alamat

Tempat
Wawancara

Gedung DPRK Aceh Tengah

Tanggal
Wawancara

Pewawancara Nilawati, SE

Hasil wawancara

1. Pertanyaan Bagaimana bentuk pertanggung jawaban DPRK mengenal pelaksanaan
fungsinya kepada masyarakat
Jawaban
2. Pertanyaan Upaya yang dilakukan DPRK untuk mengetahui kebutuhan masyarakat untuk
kemudian dituangkan dalam kebijakan yang dihasilkan
Jawaban Menyerap aspirasi masyarakat melalui Musrenbang desa, kecamatan dan
kabupaten yang ada di daerah pemilihan
3. Pertanyaan Apa yang melatarbelakangi pembuatan peraturan daerah/ganun keputusan
daerah lainya
B Jawaban Permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat atau pemerintahan
yang membutuhkan Perda/ Qanun B
4, Pertanyaan Bagaimana tanggapan dan respon masyarakat selarna ini terhadap
pelaksanaan funsi DPRK
Jawaban Adanya pro dan kontra terhadap kebijakan yang kami buat
5. Pertanyaan Sejauh mana pelaksanaan fungsi DPRK dapat menjembatani tuntutan dan
kehendak rakyat
lawaban Memfasilitasi masyarakat dengan pihak terkait dalam menyelasaikan
permasalahan yang terjadi
6. Pertanyaan Bagaimana proses pembuatan peraturan daerah/ganun apakah melibatkan
peran serta masyarakat
Jawaban Masyarakat tidak diikut sertakan, yang diikutsertakan hanya perwakilan
seperti Reje {kepala Kampung) Tokoh Masyarakat, LSM
7. Pertanyaan Seberapa besar pengaruh latar belakang pendidikan anggota mempengaruhi
keberhasilan DPRK dalam membuat kebijakan
Jawaban Sangat berpengaruh, yang berpendidikan terlihat vocal [aktif) saat mengikuti
sidang/pembahasan
8. Pertanyaan Seberapa besar pengaruh pengalaman anggota mempengaruhi keberhasilan
DPRK dalam pelaksanaan fungsinya
Jawaban Sangat berpengaruh, yang berpengalaman terihat vocal {aktif} saat
mengikuti sidang/pembahasan
9, Pertanyaan Apakah secara keseluruhan SDM yang ada mendukung kinerja DPRK
Jawaban Kurang lebih sudah mendukung
10. Pertanyaan Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM DPRK
Jawaban Study banding dan mengadakan kunjungan kedaerah yang lebih maju
11. Pertanyaan Dari mana DPRK memperoleh informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan
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fungsi DPRK {sumberinformasi)

Jawaban

Tirm sukses yang ada padadaerah pemilihan/ reses

12. Pertanyaan

Seperti apakah keterbukaan DPRK dalam menerima informasi dari
masyarakat

Jawaban

Membuka setiap waktu aspirasi/ masyarakat yang mengadu pad kami

13. Pertanyaan

Seberapa jauh pengaruh kepala daerah dan perangkatnya dalam
memutuskan suatu peraturan daerah atau kebijakan yang diambil

Jawaban

Sangat jauh karena hak eksekusi sepenuhnya dipegang oleh pemerintah
dalam hal ini Bupati beserta SKPK yang ada di Aceh Tengah
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan Drs. Yurmiza Putra
NIP
Jabatan Ketua Komisi A DPRK Aceh Tengah
Alamat
Tempat Wawancara Gedung DPRK Aceh Tengah
Tanggel 26 Maret 2018
Wawancara
Pewawancara Nilawatt, SE
Hasil wawancara
1. Pertanyaan Bagaimana bentuk pertanggung jawaban DPRK mengenai pelaksansan fungsinya
kepada masyarakat
Jawaban Sesuai dengan Tatib DPRK dan UU yang Berlaku
2. Pertanyaan Upaya yang dilakukan DPRK untuk mengetahui kebutuhan masyarakat untuk
kemudian dituangkan dalam kebijakan yang dihasilkan
Jawaban Menyerap aspirasi masyarakat melahu Musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten
yang ada di daerah pemilihan serta menerima setiap keluhan masyarakat di waktu
)am kerja maupun diluar jam kerja
3. Pertanyaan Apa yang melatarbelakangi pembuatan peraturan daerah/qanun keputusan daerah
lainya
Jawaban Keluh kesah terhadap setiap permasalan yang terjadi di imgkungan masyarakat atau
pemerintahan yang membutuhkan Perda/ Qanun
4. Pertanyaan Bagaimana tanggapan dan respon masyarakat selama im terhadap pelaksanaan funsi
DPRK
Jawaban Setiap kebijakan tentunya memiliki pro dan kontra dari masmg-masing lapisan
masyarakat
5. Pertanyaan Sejauh mana pelaksanaan fungsi DPRK dapat menjembatani tuntutan dan kehendak
rakyat
Jawaban Memfasilitasi masyarakat dengan pihak terkait dalam menyelasaikan permasalahan
yang terjadi
6. Pertanyaan Bagaimana proses pembuatan peraturan daerah/qanun apakah melibatkan peran
serta masyarakat
Jawaban Masyarakat tidak diikut sertakan, yang diikutsertakan hanya perwakilan seperti
Reje (kepala Kampung) Tokoh Masyarakat, LSM
7. Pertanyaan Seberapa besar pengaruh latar belakang pendidikan anggota mempengaruhi
keberhasilan DPRK dalam membuat kebijakan
Jawaban Sangat berpengarvh, yang berpendidikan terlihat vocal (aktif) saat mengikuti
sidang/pembahasan peraturan atau Qanun yang nantinya akan dikeluarkan
8. Pertanyaan Seberapa besar pengaruh pengalaman anggota mempengaruhi keberhasilan DPRK
dalam pelaksanaan fungsinya
Jawaban Sama halnya dengan latar belakang pendidikan Sangat berpengarub, yang
berpengalaman terlihat vocal (aktif) saat mengikuti sidang/pembahasan dan terlihat
tengan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi
5. Pertanyaan Apakah secara keseluruhan SDM yang ada mendukung kinerja DPRK
' Jawaban Masih kurang, mau bagaimana lagi inikan sudah hasil pemilihan harus kita terima,
10. Pertanyaan Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM DPRK
Jawaban Study banding dan mengadakan kunjungan kedaerah yang lebih maju, melanjutkan
endidikan ke tingkat yang lebih tingg:
11. Pertanvaan Dari mana DPRK memperoleh informasi yang diperiukan dalam pelaksanaan fungsi
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DPRK (sumberinformasi)
Jawaban Tim sukses yang ada pada daerab pemilihan/ reses, musrenbang desa, kecamatan
dan musrenbang kabupaten
12. Pertanyaan Seperti apakah keterbukaan DPRK dalam menerima informasi dari masyarakat
Jawabhan Membuka selebar-lebamya untuk menampung informasi karena sumber informasi
tersebut akan dapat mempengaruhi suatu kebijakan
13. Pertanyaan Seberapa jauh pengaruh kepala daerah dan perangkatnya dalam memutuskan suatu
peraturan daerah atau kebijakan yang diambil
Jawaban Sangat jauh karena hak eksekusi sepenuhnya dipegang oleh pemerintah dalam hal

ini Bupati beserta SKPK yang ada di Aceh Tengah, kami hanya mengawasi
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA
Nama Informan : | Gunawan Putra, SE, M.Si
NIP
Jabatan : | Kasi Pengendalian Badan Pengelola Keuangan
Alamat
Tempat Wawancara
Tanggal Wawancara
Pewawancara : | Nilawati
Hasil wawancara
1. Pertanyaan : | Bagaimana pendapat Bapak tentang posisi dan kedudukan DPRK
saat ini?

Jawaban : | Sebagal Lembaga pemerintahan daerah vyang berfungsi
mengawasi pemerintah, Posisi dan kedudukan DPRK sangat
menentukan kebijakan pada pemerintah di daerah sebagai rakyat

2. Pertanyaan : | Bagaimanakah menurut Bapak kinerja DPRK secara umum dilihat
dari pelaksanaan fungsi-fungsinya

Jawaban : | Masih terdapat kelemahan khususnya dalam pembshasan
angegaran dan penetapan anggaran

3. Pertanyaan : | Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan DPRK saat ini

Jawaban : | Sudah sangat baik karena telah banyak memahami peraturan

dalam melaksanakan fungsinya sebagai anggota DPRK
4. Pertanyaan : | Bagaimana pendapat bapak tentang kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) DPRK priode sekarang
Jawaban : | Kualitas SDM anggota DPRK saat ini lebih baik dari pada priode
sebelumnya
5. Pertanyaan : | Bagaimana hubungan antara DPRK dan pemerintah daerah
lawaban : | Berjalan baik hat ini dapat dilihat dari saling koordinasi dalam
menyelesaikan permasalahan yang ada di kabupaten Aceh
Tengah
6. Pertanyaan : | Menurut bapak apakah dalam pembuatan kebijakan dalam
pelaksanaan fungsi DPRK sudah cukup aspiratif

lawaban : | Masih belum asfiratif karena masih banyak kepentingan dan
aspirasi rakyat yang belum dapat terpenuhi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan

Salman, ST

NipP

Jabatan Ketua Komisi D DPRK Aceh Tengah
Alamat Bies

Tempat Wawancara Gedung DPRK Aceh Tengah
Tanggal Wawancara 21 Maret 2018

Pewawancara Nilawati, SE

Hasil wawancara

1. Pertanyaan

Bagaimana bentuk pertanggung jawaban DPRK mengenai pelaksanaan fungsinya kepada
masyarakat

Jawaban

Memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota dewan serta
mengawasl pemerintahan dan mewakili rakyat

2. Pertanyaan

Upaya yang dilakukan DPRK untuk mengetahui kebutuhan masyarakat untuk kemudian
dituangkan dalam kebijakan yang dihasilkan

Jawaban

Melalui realisasi perjuangan terhadapa aspirasi masyarakat dan reses

3. Pertanyaan

Apa yang melatarbelakangi pembuatan peraturan daerah/qanun keputusan daerah
fainya

Jawaban

Reses turun langsung kelapangan, seperti halnya bidang pendidikan siswa sudah jarang
tau tentang kearipan lokal oleh karena itu kami membuat Qznun untuk memasukkan
pelajaran lokal pada mata pelajaran disekolah

4. Pertanyaan

Bagaimana tanggapan dan respon masyarakat selama ini terhadap pelaksanaan funsi
DPRK

lawaban

Bermacam-macam, tergantung cara pandang dan tingkat pendidikan masyarakat yang
menilai

5. Pertanyaan

Sejauh -mana pelaksanaan fungsi DPRK dapat menjembatani tuntutan dan kehendak
rakyat )

Jawaban

Memfasilitasi masyarakat dengan pihak terkait dalam menyelasaikan permasalahan yang
terjadi

6. Pertanyaan

Bagaimana proses pembuatan peraturan daerah/ganun apakah melibatkan peran serta
masyarakat

Jawaban

Publik hearing, melalui pembahasan di komisi, pandangan fraksi, paripurna pengesahan

7. Pertanyaan

Seberapa besar pengaruh latar belakang pendidikan anggota mempengaruhi
keberhasilan DPRK dalam membuat kebijakan

Jawaban

Sangat berpengaruh, yang berpendidikan terlihat wvocal {aktif} saat mengikuti
sidang/pembahasan dalam membuat kebijakan

8. Pertanyaan

Seberapa besar pengaruh pengalaman anggota mempengaruhi keberhasilan DPRK dalam
pelaksanaan fungsinya

Jawaban

Sangat berpengaruh, vyang berpengalaman terlihat vocal (aktif} saat mengikuti
sidang/pembahasan

9. Pertanyaan

Apakah secara keseluruhan SDM yang ada mendukung kinerja DPRK

Jawaban Kurang mendukung
10. Pertanyaan Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SOM DPRK
Jawaban Study banding, Kunker, Bimtek,

11. Pertanyaan

Dari mana DPRK memperoleh informasi yang dipertukan dalam pelaksanaan funger_PRK
{sumber informasi)
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Jawaban Merespon keluhan masyarakat, reses ke daerah pemilihan
12. Pertaniyaan : | Seperti apakah keterbukaan DPRK dalam menerima informasi dari masyarakat
Jawaban Sangat terbuka/ bebas
13. Pertanyaan : | Seberapa jauh pengaruh kepala daerah dan perangkatnya dalam memutuskan suatu
peraturan daerah atau kebijakan yang diambil
Jawaban : | Sangat besar

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43461.pdf

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama informan

H. Hasballah

NIP

Jabatan Wakil Ketua Komnisi D DPRK Aceh Tengah
Alarnat Tan Saril, kecamatan Behesen

Tempat Gedung DPRK Aceh Tengah

Wawancara

Tanggal 01 April 2018

Wawancara

Pewawancara Nilawati, SE

Hasil wawancara

1. Pertanyaan

Bagaimana bentuk pertanggung jawaban DPRK mengenai pelaksanaan
fungsinya kepada masyarakat

Jawaban

Sejauh ini menjalan fungsi DPRK sesuai UU vang berlaku

2. Pertanyaan

Upaya yang dilakukan DPRK untuk mengetahui kebutuhan masyarakat untuk
kemudian dituangkan dalam kebijakan yang dihasilkan

lawaban

Menyerap aspirasi masyarakat rmelalui Musrenbang baik di kecarmatan
maupun kabupaten

3. Pertanyaan

Apa yang melatarbelakangi pembuatan peraturan daerah/ganun keputusan
daerah lainya

Jawaban

Melihat dan mempelajari Perrmasalahan yang terjadi dilingkungan
masyarakat

4. Pertanyaan

Bagaimana tanggapan dan respon masyarakat selama inl terhadap
pelaksanaan funsi DPRK

lawaban

Ada yang mendukung kebijakan ada juga yang kurang puas terhadap kami
para anggota DPRK

5. Pertanyaan

Sejauh mana pelaksanaan fungsi DPRK dapat menjembatani tuntutan dan
kehendak rakyat

lawaban

Memfasilitasi masyarakat dengan pihak terkait dalam menyelasaikan
permasalahan yang terjadi

6. Pertanyaan

Bagaimana proses pembuatan peraturan daerah/ganun apakah relibatkan
peran serta masyarakat

jéwaban

Hanya mefibatkan perwakilan seperti Reje (kepala Kampung} Tokoh
Masyarakat, Petue {orang yang dituakan dalam desa), Rakyat Genab
Mupakat (Tim musyawarah yang ada di Desa)

7. Pertanyaan

Seberapa besar pengaruh latar belakang pendidikan anggota mempengaruhi
keberhasian DPRK dalam membuat kebijakan

Jawaban

Sangat berpengaruh selama suatu keputusan masih belum sesuai dengan
kehendak atau keinginannya pasti keputusan itu aksn ditentang

8. Pertanyaan

Seberapa besar pengaruh pengalaman anggota mempengaruhi keberhasilan
DPRK dalam pelaksanaan fungsinya

lawahan

Sangat berpengaruh, yang berpengalaman terlihat vocal (aktif) saat
mengikuti sidang/pembahasan

9. Pertanyaan

Apakah secara kesefuruhan SDM yang ada mendukung kinerja DPRK

Jawaban

Kurang lebih sudah mendukung

10. Pertanyaan

: | Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM DPRK
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Jawaban Study banding dan mengadakan kunjungan kedaerah yang lebih maju
11. Pertanyaan Dari mana DPRK mempercleh informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan
fungsi DPRK {sumberinformasi)
Jawaban Struktural partai, masyarakat melalui LSM, perorangan, media cetak, media
online, hasil musrenbang kecamatan dan kabupaten
12, Pertanyaan | : | Seperti apakah keterbukaan DPRK dalam menerima informasi dari
masyarakat
Jawaban Membuka setiap waktu aspirasi/ masyarakat yang mengadu pad karni
13, Pertanyaan | : | Seberapa jauh pengaruh kepalz daerah dan perangkatnya dalam
memutuskan suatu peraturan daerah atau kebijakan yang diambil
Jawaban : | Sangat jauh karena hak eksekusi sepenuhnya dipegang oleh pemerintah
datam hal ini Bupati beserta SKPK yang ada di Aceh Tengah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43461.pdf

TRANSKIP HASIL WAWANCARA
Nama Informan : | Buchari, 5.50s
NiP :
Jabatan : | Pit. Sekwan DPRK Aceh tengah
Alamat :
Tempat Wawancara
Tanggal Wawancara
Pewawancara : | Nilawati
Hasil wawancara :
1. Pertanyaan : | Bagaimana pendapat Bapak tentang posisi dan kedudukan DPRK
saat ini?

Jawaban : | Kedudukan anggota DPRK pada saat ini adalah perwakilan rakyat
yang harus menjalankan tupoksinya masing-masing namun tidak
terdapat pada anggota dewan Aceh Tengah

2. Pertanyaan : | Bagaimanakah menurut Bapak kinerja DPRK secara umum dilihat
dari pelaksanaan fungsi-fungsinya

Jawaban : 1 Kinerja dewan dalam melaksanakan tugas belum sesuai dengan
harapan kita, karena kebutuhan oprasicnal mereka sudah kita
sediakan berdasarkan anggaran yang sudah disahkan namun
tidak pada hasilnya

3. Pertanyaan : | Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan DPRK saat ini

Jawaban 1} Kemamapuan mereka berpariasi tergantung masing-masing

anggotanya namun secara umum masih 50-50
4. Pertanyaan : | Bagaimana pendapat bapak tentang kualitas Sumber Daya
Manusiza (SDM) DPRK priode sekarang

Jawaban : | Kualitas SDM anggota DPRK saat ini pada dasarnya mereka
memiliki kemampuan masing-masing yang jadi permasalahan
adalah egonya

5. Pertanyaan : | Bagaimana hubungan antara DPRK dan pemerintah daerah

Jawaban : | Berjalan baik hal ini dapat dilihat dari saling koordinasi dalam
menyelesaikan permasaflahan yang ada di kabupaten Aceh
Tengah

6. Pertanyaan : | Menurut bapak apakah dalam pembuatan kebijakan dalam
pelaksanaan fungsi DPRK sudah cukup aspiratif

lawaban : | Sejauh ini kebijakan sudah aspiratif namun masih kurang banyak
karena masih adanya persoalan yang belum ada kebijakan jalan
keluarnya
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA
Nama Informan : | Zahara Zakaria
NIP :
Jabatan : | Pegawai di BAPPEDA Bidang Anggaran
Alamat :
Tempat Wawancara
Tanggal Wawancara
Pewawancara : | Nilawati
Hasil wawancara :
1. Pertanyaan : | Bagaimana pendapat lbu tentang posisi dan kedudukan DPRK
saat ini?

Jawaban : | Anggota DPRK terlalu banyak memasukkan unsur politik dalam
proses penganggaran menyebabkab proses penganggaran tidak
tepat sasaran

2. Pertanyaan : | Bagaimanakah menurut Ibu kinerja DPRK secara urnum dilihat
dari pelaksanaan fungsi-fungsinya

Jawaban : | Belum optimal dalam menjalankan fungsi legeslasi, pengawasan,
dan fungsi anggaran

3. Pertanyaan : | Bagaimana pendapat Ibu tentang kemampuan DPRK saat ini
Jawaban : | Belum memenuhi terlihat dari cara mereka belum menjalankan
fungsinya sebagai legislator yang aspiratif dan tanggap dalam
) | membangun daerah
4, Pertanyaan : | Bagaimana pendapat ibu tentang kualitas Sumber Daya Manusia
{SDM) DPRK prlode sekarang

Jawaban : | Sumber Daya Manusia {SDM) DPRK memprihatinkan karena
masih ada yang SLTP walaupun setelah itu mereka giat mencari
dan berusaha menyesuaikan pendidikan, walaupun demikian pola
dan alur piker mereka tidak bisa dipungkiri bahwa mereka masih
belum mampu untuk profesi itu sangat terbatas terutama dari
kapasitas anggota DPRK yang tidak didukung dengan fatar
helakang pendidikan yang bersifat politik

5. Pertanyaan : | Bagaimana hubungan antara DPRK dan pemerintah daerah

Jawahan : | Berjalan baik karena masing-masing pihak sudah menempatkan

diri pada posisi yang sebenarnya
6. Pertanyaan : | Menurut |bu apakah dalam pembuatan kebijakan dalam
pelaksanaan fungsi DPRK sudah cukup aspiratif

Jawaban : | Pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan fungsi DPRK belum
cukup aspiratif karena beberapa isu strategis yang menjadi
persoalan penting malah tidak mendapat perhatian yang serius
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA
Namalnforman Samsul
NIP -
Jabatan Tokoh Masyarakat
Alamat
TermpatWawancara
TanggalWawancara 3 April 2018
Pewawancara Nilawati

Hasilwawancara

1. Pertanyaan

Bagaimanakah secara umum kinerja DPRK dilihat dari pelaksanaan fungsi-
fungsinya?

lawaban

Masih tidak sesuai harapan, masih terlalu banyak mementingkan pribadt dan
golongan

2. Pertanyaan

Apakah kebijakan yang telah dihasilkan DPRK sudah mampu menjawab
berbagai persoalan yang ada di masyarakat?

Jawaban

Befum mampu menyelasikan persoalan yang ada di masyarakat, seperti
hainya kasus sengketa lahan Paya ilang hampir 2 tahun tebih mediasi antara
pemerintah dan masyarakat yang difasilitasi DPRK belum membuahkan hasil

3. Pertanyaan

Menurut Bapak/ibu bagaimana respon DPRK terhadap aspirasi yang
disampaikan oleh masyarakat?

Jawaban

Cuek dalam menanggapi masalzh seolah hal yang disampaikan itu tidak
penting untuk di selesaikan

4. Pertanyaan

Apakah kebijakan yang dibuat DPRK sudah sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingan masyarakat

lawaban

Tidak dapat dipungkiri ada kebijakan yang sudah dilakukan namun
kabanyakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat

5. Pertanyaan

Bagaimana pendapat Bapak/lbu mengenai keterbukaan DPRK kepada
masyarakat tentang berbagai kegiatan atau pembahasan yang sedang
difakukan

Jawaban

Hal ini masih tertutup kepada masyarakat diakibatkan pembahasan yang
dilakukan tidak sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat

6. Pertanyaan

Apakah DPRK perlu dikontrol dan apa alasanya?

Jawaban

Sangat perlu, supaya kebijakan yang dihasilkan lebih mendukung pada
kepentingan rakyat,

7. Pertanyaan

Bagaimana sikap DPRK terhadap berbagai kritik dari masyarakat

lawaban Cuek dalam setiap menerima kritikan dari masyarakat
B. Pertanyaan Menurut bapak/Ibu apakah masyarakat telah dilibatkan dalam setiap
pembahasan kebijakan menyangkut publik
Jawaban Masyarkat telah ilibatkan, namun hanya sebatas menyampaikan aspirasi saja

9. Pertanyaan

Menurut Bapak/ibu apakah forum yang dibuka DPRK dalam rangka menyerap
informasi masyarakat telah cukup efektif

Jawaban

Hanya sebatas menyerap saja tidak dalam hal merealisasikan
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA
Nama Informan : | Nurmiati, SE
NIP :
Jabatan : | Kassubag Humas Sekretariat DPRK Aceh Tengah
Alamat :
Tempat Wawancara
Tanggal Wawancara
Pewawancara : | Nilawati
Hasil wawancara 1
1. Pertanyaan : | Bagaimana pendapat lbu tentang posisi dan kedudukan DPRK
saat ini?

Jawaban : | Anggota DPRK terlalu banyak memasukkan unsur politik dalam
proses penganggaran menyebabkab proses penganggaran tidak
tepat sasaran

2. Pertanyaan : | Bagaimanakah menurut lbu kinerja DPRK secara umum dilihat
dari pelaksanaan fungsi-fungsinya

Jawaban | Menurut saya kinerja DPRK secara umum befum dilaksanakan
dengan baik, hanya saja fungsi dan hak-hak DPRK yang ada selalu
digunakan sebagai alat untuk pemenuhan kesejahteraan anggota
DPRK semata-mata hanya untuk kepentingan partai politik dari
anggota DPRK tersebut

3. Pertanyaan : | Bagaimana pendapat Ibu tentang kemarnpuan DPRK saat ini

Jawaban : | Belum memenuhi teriihat dari cara mereka belum menjalankan
fungsinya sebagai legislator yang aspiratif dan tanggap dalam
membangun daerah

4. Pertanyaan : | Bagaimana pendapat Ibu tentang kualitas Sumber Daya Manusia
{SDM) DPRK priode sekarang

Jawaban : | Sumber daya manusia pada DPRK Aceh Tengah masih kurang
terlihat dari cara mereka menyerap anspirasi masyarakat dan
realisasinya yang masih jauh dari harapan masyarakat

5. Pertanyaan : | Bagaimana hubungan antara DPRK dan pemerintah daerah

Jawaban : | Berjalan baik karena masing-masing pihak sudah menempatkan

diri pada posisi yang sebenarnya
6. Pertanyaan : | Menurut |bu apakah dalam pembuatan kebijakan dalam
pelaksanaan fungsi DPRK sudah cukup aspiratif

Jawaban : | Pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan fungsi DPRK belum
cukup aspiratif karena beberapa isu strategis yang menjadi
persoalan penting malah tidak mendapat perhatian yang serius
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA
Nama informan Neukman, $.50s
NIP -
Jabatan Tokoh Masyarakat
Alamat
Tempat Wawancara
Tanggal Wawancara 3 April 2018
Pewawancara Nilawati

Hasil wawancara

1. Pertanyaan

Bagaimanakah secara umum kinerja DPRK dilihat dari
pelaksanaan fungsi-fungsinya?

lawaban

Masih kurang, banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan
harapan

2, Pertanyaan

Apakah kebijakan yang telah dihasilkan DPRK sudah mampu
menjawab berbapgai persoalan yang ada dimasyarakat?

Jawaban

belum mampu menyelasikan persoalan yang ada di masyarakat,
tidak tepat sasaran

2. Pertanyaan

Menurut Bapak/lbu bagaimana respon DPRK terhadap aspirasi
yang disampaikan oleh masvarakat?

Jlawaban

Respon yang diberikan cukup baik tidak namun hanya sebatas
penyerapan saja, karena hasilnya dilapangan jauh berbeda

4, Pertanyaan

Apakah kebijakan vang dibuat DPRK sudah sesuai dengan
kebutuhan dan kepentingan masyarakat

Jawaban

Kebljakan sudah ada, namun tidak ssesuai dengan keinganan
masyarakat

5. Pertanyaan

Bagaimana pendapat Bapak/ibu mengenai keterbukaan DPRK
kepada masyarakat tentang berbagai kegiatan atau pembahasan
yang sedang dilakukan

Jawaban

Hal ini masih tertutup kepada masyarakat diakibatkan
pembahasan yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan dan
harapan masyarakat

6. Pertanyaan

Apakah DPRK perlu dikontrol dan apa alasanya?

Jawaban

kita selaku masyarakat sudah mengontrol kinerja DPRK, tinggal
kita butuh kesadaran para anggota DPRK saja bahwa mereka
adalah penyambung lidah rakyat

7. Pertanyaan

Bagaimana sikap DPRK terhadap berbagai kritik dari masyarakat

Jawaban

Ditanggapi namun tidak diindahkan

8. Pertanyaan

Menurut Bapak/lbu apakah masyarzkat telah dilibatkan dalam
setiap pembahasan kebijakan menyangkut publik

lawaban

Masyarkat sejauh ini tidak dilibatkan

S. Pertanyaan

Menurut Bapak/lbu apakah forum yang dibuka DPRK dalam
rangka menyerap informasi masyarakat telah cukup efektif

Jawaban

Mereka banyak yang tidak mampu menyerap aspirasi rakyat
karena tingakat pendidikan dan pengetahuan anggota dewan kita
sangat rendah dan bersifat arogansi dalam melaksanakan tugas

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43461.pdf

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan Iwanedi, 5.1 Kom

NIP -

Jabatan Tokoh Masyarakat

Alamat Kp. Kebet, Kec. Bebesen, Aceh Tengah, Aceh
Tempat Wawancara Rumah pribadi

Tanggal Wawancara 3 Apnl 2018

Pewawancara Nilawati

Hasil wawancara

1. Pertanyaan

Bagaimanakah secara umum kinerja DPRK dilihat dari pelaksanaan fungsi-
fungsinya?

Jawaban Masih tidak sesuai harapan, masih terlalu banyak mementingkan pribadi dan
golongan
2. Pertanyaan Apakah kebijakan yang telah dihasilkan DPRK sudah mampu menjawab
_ berbagai persoalan yang ada dimasyarakat?
Jawaban belum mampu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, hanya lima
berbanding satu
3. Pertanyaan Menurut Bapak/lbu bagaimana respon DPRK terhadap aspirasi yang
disampaikan oleh masyarakat?
Jawaban Respon yang diberikan sangat baik namun saying tidak di baringi dengan
realisasinya
4. Pertanyaan Apakah kebijakan yang dibuat DPRK sudah sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingan masyarakat
Jawaban Tidak dapat dipungkiri ada kebijakan yang sudah dilakukan namun kebanyakan
i tidak sesuai dengan harapan masyarakat
5. Pertanyaan Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai keterbukaan DPRK kepada
masyarakat tentang berbagai kegiatan atau pembahasan yang sedang dilakukan
Jawaban Hal ini masih terfutup kepada masyarakat diakibatkan pembahasan yang
dilakukan tidak sesuai dengan kemginan dan harapan masyarakat
6. Pertanyaan Apakah DPRK perlu dikontrol dan apa alasanya?
Jawaban Sangat perlu, supaya kebijakan yang dihasilkan lebih mendukung pada
kepentingan rakyat
7. Pertanyaan Bagaimana sikap DPRK terhadap berbagai kritik dari masyarakat
Jawaban Diam seolah-olah tidak ada permasalahan
8. Pertanyaan Menurut Bapak/Tbu apakah masyarakat telah dilibatkan dalam setiap
pembahasan kebijakan menyangkut publik
Jawaban Masyarkat telah dilibatkan, namun hanya sebatas menyampaikan aspirasi saja
9. Pertanyaan Menurut Bapak/Ibu apakah forum yang dibuka DPRK dalam rangka menyerap
informasi masyarakat telah cukup efektif
Jawaban Akses informasi DPRK kepada masyarakat masih sebatas informasi melalui

media masa yang belum obyektif dalam pemberitaan, paling jika akses info ada
melalui kunjungan langsung mengadakan pertemuan musrenbang kecamatan,
desa dan akses melalui partai masing-masing 1
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TRANSKIP HASIL. WAWANCARA

Narna Informan Hasan Basri, M.Si
NIP
Jabatan Dosen
Alamat
Tempat Wawancara
Tanggal Wawancara 2 April 2018
Pewawancara Nilawati
Hasil wawancara :
1. Pertanyaan Bagaimana pendapat Bapak tentang posisi dan kedudukan DPRK
saat mi?
Jawaban Hakekatnya adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,
namun belum terselenggara
2. Pertanyaan Bagaimanakah menurut Bapak kinerja DPRK secara umum dilihat
dari pelaksanaan fungsi-fungsinya
Jawaban Selama ini anggota dewan kita masih kebingunan berkaitan
dengan memahami tupoksi dan kerjanya kedepan kita contohkan
saja dalam mensiasati aspirasi ini banyak ftidak terserap oleh
masyarakat ini menjadi kenyataan disetiap anggota dewan kita
3. Pertanyaan Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan DPRK saat ini
Jawaban Kemampuan anggota dalam hal merealisasikan aspirasi
masyarakat seperti masih kurang atau masih di pengaruhi factor
politik
4. Pertanyaan Bagaimana pendapat bapak tentang kualitas Sumber Dava
Manusia (SDM) DPRK priode sekarang
Jawaban Kualitas SDM anggota DPRK saat sudah cukup baik, namun
masih saja mementingkan din sendiri dalan kelompok
5. Pertanyaan Bagaimana hubungan antara DPRK dan pemerintah daerah
Jawaban Banyak kesenjangan namun masih berjalan sebagaimana mestinya
sesuai dengan tufoksinya masing-masing
6. Pertanyaan Menurut bapak apakah dalam pembuatan kebijakan dalam
pelaksanaan fungsi DPRK sudah cukup aspiratif
Jawaban Masih belum aspiratif karena masih banyak kepentingan dan

aspirasi rakyat yang belum dapat terpenuhi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan Hamdani
NIP R
Jabatan LSM jangko
Alamat
Tempat Wawancara
Tanggal Wawancara 2 April 2018
Pewawancara Nilawati
Hasil wawancara
1. Pertanyaan Bagaimanakah secara umum kinerja DPRK dilihat dari pelaksanaan fungsi-
fungsinya?
Jawaban Masih tidak sesuai harapan, masih terlalu banyak mementingkan pribadi dan
golongan
2. Pertanyaan Apakah kebijakan yang telah dihasilkan DPRK sudah mampu menjawab
berbagai persoalan yang ada dimasyarakat?
Jawaban belum mampu menyelasikan persoalan yang ada di masyarakat, hanya lima
berbanding satu
3. Pertanyaan Menurut Bapak/Ibu bagaimana respon DPRK terhadap aspirast yang
disampaikan oleh masyarakat?
Jawaban Respon yang diberikan sangat baik namun saying tidak di baringi dengan
realisasinya
4. Pertanyaan Apakah kebpakan yang dibuat DPRK sudah sesuai dengan kebutuhan dan
kepentingan masyarakat
Jawaban Tidak dapat dipungkin ada kebijakan yang sudah dilakukan namun
kebanyakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat L
5. Pertanyaan Bagaimana pendapat Bapak/lbu mengenai keterbukaan DPRK kepada
masyarakat tentang berbagai kegiatan atau pembahasan yang sedang dilakukan
Jawaban Hal i masih tertutup kepada masyarakat diakibatkan pembahasan yang
dilakukan tidak sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat
6. Pertanyaan Apakah DPRK perlu dikontrol dan apa alasanya?
Jawaban Sangat perlu, supaya kebijakan yang dihasilkan lebih mendukung pada
kepentingan rakyat
7. Pertanyaan Bagaimana sikap DPRK terhadap berbagai kritik dari masyarakat
Jawaban Diam seolah-olah tidak ada permasalahan
8. Pertanyaan Menurut Bapak/lbu apakah masyarakat telah dilibatkan dalam setiap
pembahasan kebijakan menyangkut publik
Jawaban Masyarkat telah dilibatkan, namun hanya sebatas menyampaikan aspirasi saja
9. Pertanyaan Menurut Bapak/Tbu apakah forum yang dibuka DPRK dalam rangka menyerap
informasi masyarakat telah cukup efektif
Jawaban Anggota DPRK dalam menyerap imformasi dari masyrakat belum efektif

karena sifatnya hanya menunggu, jarang DPRK langsung turun mengadakan
kujungan kerja, monitoring ke SKPK kecamatan dan desa mencari mformasi
secara formal kedinasan kemudian jika melalui media massa cenderugn kurang
objektif, enggan memberitahu jika tidak ada imbalan langsung baik dari
masyarakat maupun DPRK
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Li5aun] 5L
Takengon, 12 Juli 2017 M

18 Syawal 1438 H

Kepada Yth.
Nomor: 180/7\w¢ /HKM 8dr. Ketua DPRK Aceh Tengah
Lamp : 1 (satu) Eks Di -
Perihal: Penyampaian Prolegda Takengon

Tahun 2017.-cxeueeamee

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Penyusunan Produk Hukum Daerah, bersama ini terlampir kami
sampaikan daftar usulan Program Legislasi Daerah Kabupaten Aceh
Tengah untuk dapat ditetapkan dan disepakati menjadi Program
Legisiasi Daerah Tahun 2017.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

/V WAKIL BUPATI AGEH TENGAH £

LT

Tembusan :
Gubernur Aceh di Banda Aceh.

Jalan Commodore Yos Sudarso No. 1 Takengan Aceh Tengah Kode Pos 24511

Koleksi Perpustakaan Universitas Ter%%m' A’:eh Telp. (0343} 21129 Fax. {%43} 23012
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BUPAT]I

£

d_o

Nomor: 180/ 129 /HKM

Lamp : 1 (satu) Eks

Perihal: Penyampaian Program
Legislasi Daerah,--------

Sehubungan dengar
tanggal 10 Juni 2015 pe
kami sampaikan daltar
ditetapkan dan disepaka
2014-2019.

Demikian kami samp

Tembusan :
Gubernur Aceh di Banda Aceh.

Jalan Commodore Yos Sudarso b

Provinsi Aceh T

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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'ENGAH
L3

Takengon, 13 Juni 2015 M
25 Sya'ban 1436 H

Kepada Yth.
Ketua DPRK Aceh Tengah
bi -

Takengon

udara Nomor : 093/180/DPRK,
ut diatas, bersama ini terlampir
Program Legislasi untuk dapat
Program Legislasi Daerah Tahun

-erima kasih.

BUPATI AC TENGAH L

. KHAIRUL ASMARA

1 Takengon Aceh Tengah Kode Pos 24511
443) 21129 Fax. (0643) 2
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